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ABSTRAK  
Nama : Waode Alnur Mulia 
Nim : 10800111130 
Judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas 
Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan 
Daerah (Studi Empiris di Kota Baubau) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh penyajian laporan 
keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Pengaruh 
aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA).  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan 
yaitu anggota DPRD, anggota Inspektorat dan masyarakat dalam hal ini mahasiswa 
dan dosen UNIDAYAN dengan total populasi 263. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan adalah Purposive Sampling. Adapun jumlah sampel pada penelitian 
ini adalah 50 orang. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi 
linier berganda dengan alat program statistic (SPSS 21), setelah uji asumsi klasik 
terpenuhi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang 
signifikan antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah yang ditunjukkan pada tingkat signifikansi dibawah 0,05 (0,000 < 
0,05). (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah yang ditunjukkan pada tingkat 
signifikansi dibawah 0,05 (0,000 < 0,05) 
 
Kata Kunci: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan, 
Penggunaan informasi keuangan daerah  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia menurut Mardiasmo (2004: 3) 
memberikan berkah tersembunyi bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena krisis 
ekonomi yang terjadi saat itu telah membuka jalan bagi munculnya sebuah reformasi 
total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Reformasi inilah yang membawa 
sebuah perubahan terhadap sistem politik, sosial kemasyarakatan serta ekonomi 
sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan 
yang baik. Salah satu dari agenda reformasi tersebut adalah diberlakukannya otonomi 
daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan diberlakukannya otonomi 
daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya 
sendiri. Sehingga pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar 
untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah 
tersebut Bandariy (2011). 
Menurut Abdullah (2010) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sektor publik di 
Indonesia. Menurut Sanjaya, dkk., (2014) adanya perkembangan sektor pablik yang 
terjadi di Indonesia pada saat ini menimbulkan beberapa tuntutan mengenai 
penggunaan informasi keuangan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada 
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publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik 
yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik seperti memberikan kemudahan 
kepada masyarakat untuk mengakses informasi keuangan pemerintahan berupa 
laporan keuangan. Akan tetapi hal ini masih sulit terealisasi terutama di kota Baubau. 
Sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel itu secara mudah menurunkan 
kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah. 
Dalam upaya untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel 
tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting yang 
menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuran-
ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk 
laporan keuangan, dimana kita dapat melihat segala yang terjadi didalam entitas 
tersebut. Ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan 
pemerintah yaitu: accountability (akuntabilitas) dan decision usefulness (pengambilan 
keputusan). Hal yang senada juga diungkapkan dalam SAP paragraf 10 dalam 
Yentifa, dkk., (2010), bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai 
peran prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk  
memprediksi besarnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk operasi yang 
berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta 
risiko dan ketidakpastian yang terkait. 
Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah mengandung 
informasi yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu 
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periode yang dilaporkan tiap tahun. Informasi yang terkandung dalam laporan 
keuangan dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja bagi para penggunanya Saputra 
(2012). Oleh karena itu para pengguna informasi keuangan sangat membutuhkan 
informasi mengenai keuangan daerah. Karena dengan adanya informasi keuangan 
daerah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah maka akan menuntut adanya 
transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan 
melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yaitu pemerintah harus 
mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan 
terbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan 
amanat atau tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini senada dengan teori 
keagenan yang diungkapkan oleh Anthony dan Vijay  (2005) bahwa pemerintah 
memiliki hubungan atau kontrak terhadap masyarkat. Adapun hubungan atau kontrak 
tersebut dapat berupa tanggungjawab yang diamanahkan oleh masyarakat kepada 
pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahaan dengan baik. oleh karena itu 
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah maka, pemerintah harus 
menyediakan infomasi keuangan melalui laporan keuangan, sehingga masyarakat 
dapat menilai kinerja pemerintahan. 
Salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas 
publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang 
komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan 
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akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial 
keuangan daerah. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang 
berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 
pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan pihak intern 
pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk 
menilai kinerja pemerintah daerah Bandariy (2011). 
Para pengguna laporan keuangan baik pihak eksternal maupun pihak internal 
diharapkan dapat memahami dan mengerti informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan agar lebih mudah dalam menerjemahkan apa yang terkandung dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan yang paham akan 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih mudah untuk 
menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun untuk melakukan 
analisis-analisis yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah, apabila 
pengguna informasi laporan keuangan daerah tidak paham tentang laporan keuangan 
daerah, maka pengguna cenderung tidak akan menggunakan informasi keuangan 
daerah dengan maksimal Sanjaya, dkk. (2014). Oleh karena itu untuk memuaskan 
para pengguna informasi sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali informasi apa 
saja yang dibutuhkan oleh pengguna informasi keuangan daerah. Menurut Mahmudi 
(2010: 8) fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan 
informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut 
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yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan 
politik. 
Menurut Sanjaya, dkk. (2014) ketidakmampuan laporan keuangan dalam 
pelaksanaan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan 
tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, 
akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan 
aksesibel bagi para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus 
meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke 
DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas atau 
pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan agar laporan 
keuangan dapat diperoleh dengan mudah. 
Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian 
para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi 
setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah Sanjaya (2014). 
Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna 
dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai 
analisis. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam 
pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalisir, setiap kegiatan 
pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah.  
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Penelitian ini dilatar belakangi karena tiga hal yaitu pertama karena adanya 
perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 
aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengguna informasi keuangan daerah. 
Adapun penelitian tersebut yaitu: dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
Rohman (2009) yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan  
terhadap penggunan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang 
lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi 
menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyajian laporan keungan 
daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah 
sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. Bandariy (2012) telah melakukan penelitian 
yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian 
tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. Ramadhani, dkk. (2014) juga melakukan 
penelitian untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 
aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah. dan hasil yang diperoleh 
dari penelitian tersebut bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan 
keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan 
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daerah. Sedangkan penelitian lainpun seperti yang dilakukan oleh Saputra (2012) 
memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara parsial 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
Penelitian ini akan dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di kota 
Baubau. Mengingat kota ini pada beberapa tahun terakhir mendapatkan opini WDP 
dari BPK sejak tahun 2010 hingga 2014 Oktaviani (2015). Opini WDP yang 
didapatkan oleh kota Baubau disebabkan karena persoalan aset. Sehingga hal inilah 
yang menjadi latar belakang kedua penulis untuk melakukan penelitian di daerah ini 
tepatnya di kota Baubau.  
Sedangkan latar belakang ketiga mengenai permasalahan yang terjadi di Kota 
Baubau yaitu adanya dana hibah atau bantuan sosial yang biasa dikenal dengan istilah 
bansos yang dikeluarkan tanpa ada perencanaan atau proposal serta tidak adanya 
laporan penggunaan dana Zonasultra (2015). Hal ini mengindikasikan bahwa 
pengelolaan keuangan daerah masih buruk yang akhirnya akan menghasilkan laporan 
keuangan daerah yang tidak sempurna, disini peran pengguna informasi keuangan 
daerah sangat besar, mereka diharapkan untuk lebih teliti dalam mengidentifikasi 
setiap angka yang tercatat dalam laporan keuangan daerah untuk mengetahui apakah 
informasi yang ada dalam laporan keuangan daerah tersebut telah sesuai dengan pera-
turan yang berlaku. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik 
tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan 
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terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berimbas 
kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan 
pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudah 
diakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji “Pengaruh 
Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan 
Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah? 
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh berpengaruh  signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah? 
C. Hipotesis 
a. Penyajian Laporan Keungan Daerah 
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 
daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang 
diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga pablik bisa menggunakan informasi 
keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik 
Mardiasmo (2004: 30). Dalam teori sinyal dijelaskan bahwa perusahaan dalam hal ini 
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pemerintah harus memberikan sinyal kepada pablik atau pengguna laporan keuangan. 
Sinyal dalam hal ini berupa informasi mengenai laporan keuangan dalam bentuk 
penyajian laporan keuangan daerah. 
Pemerintah daerah selaku pengelola dana pablik harus mampu menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 
dipercaya Mardiasmo (2004: 31). Karena hal itu merupakan suatu tanggungjawab 
yang dimilki oleh pemerintah sehingga pablik bisa menilai kinerja dari pemrintah itu 
sendiri serta akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dalam teori keagenan (agency 
theory) juga dijelaskan bahwasanya pihak agensi dan pihak prinsipel memiliki 
hubungan atau kontrak Anthony dan Govindarajan (2005). Pihak agensi dan pihak 
principel dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat atau pengguna laporan 
keuangan. Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu hubungan atau kontrak dimulai 
sejak masyarakat memberikan wewenang kepada masyarkat sebagai wakil rakyat. 
Oleh karena itu pemerintah dituntut agar lebih transparan dan akuntabel sehingga 
masyarakat bisa menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri yaitu denagan menyajikan 
laporan keuangan daerah. 
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011), 
Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian 
tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ini menunjukan bahwa hasil 
penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti Bandary (2011), 
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Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 
Dalam hal penyajian informasi laporan keuangan yang lengkap, maka akan 
menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta nantinya akan mewujudkan 
penggunaan informasi keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan 
pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya 
penggunaan informasi keuangan daerah. Untuk melihat pengaruh penyajian laporan 
keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah maka maka 
hipotesisnya sebagai berikut: 
H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan penyajian laporan keuangan 
daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah 
b. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah 
Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang yang diberikan 
pihak pemerintah untuk mempermudah pihak pengguna laporan keuangan dalam 
mendapatkan atau memperoleh informasi keuangan misalnya melalui wabsite. 
Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses 
publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat 
dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini 
akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan 
salah satuanya melalui website  Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan 
oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal 
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menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan 
kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada 
pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan 
atau informasi mengenai perusahaan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus 
membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang 
dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui 
surat kabar, internet, atau cara lainnya.  
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011), dan 
Ramadhani (2014) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian tersebut yaitu 
aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian yang 
dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti Bandary (2011), dan Ramadhani 
(2014) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan 
pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. 
Dalam hal ini media sangat berperan penting dalam hal pertanggung jawaban yang 
akan diberikan oleh pemerintah seperti surat kabar, majalah,  stasiun televisi dan 
website serta forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang 
mendorong akuntabilitas pemerinatah terhadap masyarakat.  Untuk melihat pengaruh 
aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan 
daerah maka hipotesisnya sebagai berikut: 
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H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan 
daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah 
D. Definisi Operasional Penelitian 
a. Variabel Independen 
Menurut Sugiyono (2011: 64) variabel independen atau variabel bebas 
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan 
(X2).  
1. Penyajian Laporan Keuangan Derah (X1) 
Penyajian laporan keuangan merupakan suatu cara penyampaian untuk 
memberikan informasi kepada pihak luar mengenai laporan keuangan yang telah 
dibuat oleh pemerintah daerah terutama yang ada di kota Baubau, karena hal ini 
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada 
pihak luar. 
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 
Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang yang diberikan oleh 
pihak pemerintah untuk mempermudah pihak pengguna laporan keuangan dalam 
mendapatkan atau memperoleh informasi mengenai laporan keuangan misalnya 
melalui website.  
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b. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011: 64). 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan 
daerah (Y). Penggunaan informasi keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para 
pengguna laporan keuangan daerah ( DPRD, Inspektorat dan Masyarakat dalam hal 
ini dosen dan mahasiswa) terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan 
keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. 
E. Penelitian Terdahulu 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 
hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya dapat dilihat pada tabel 
1.1 yaitu: 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Judul Hasil 
1 Sanjaya., 
dkk (2014) 
Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan 
Daerah Dan 
Aksesibilitas 
Terhadap 
Penggunaan 
Informasi Keuangan 
Daerah (Studi Pada 
satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Kabupaten Buleleng) 
(1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penyajian laporan keuangan 
daerah terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah pada satuan kerja 
perangkat daerah Kabupaten Buleleng 
(2) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara aksesibilitas laporan keuangan 
daerah terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah pada satuan kerja 
perangkat daerah Kabupaten Buleleng 
(3) Terdapat pengaruh signifikan 
penyajian laporan keuangan daerah dan 
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aksesibilitas laporan keuangan daerah 
secara simultan terhadap penggunaan 
informasi keuangan daerah pada satuan 
kerja perangkat daerah Kabupaten 
Buleleng 
2 Ardi 
Rahmawan 
Saputra 
(2012) 
Kajian Penggunaan 
Informasi Keuangan 
Daerah 
Penyajian laporan keuangan daerah 
secara parsial berpengaruh terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. 
3 Siti Aliyah 
dan Aida 
Nahar 
(2012) 
Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan 
Daerah dan 
Aksesibilitas 
Laporan Keuangan 
Daerah Terhadap 
Transparansi dan 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Penyajian laporan keuangan daerah 
secara lengkap yang sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan dan 
mudah diakses oleh semua pihak yang 
berkepentingan memungkinkan kontrol 
dan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan bisa berjalan dengan baik. Hal 
ini akan meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas publik, dengan demikian 
efisiensi dan efektivitas pengeluaran 
pemerintah daerah bisa terlaksana dan 
pada akhirnya akan mampu 
meminimalisasi praktek korupsi oleh 
para aparatur sehingga good governance 
dan clean government yang menjadi 
cita-cita dari pemerintah kabupaten 
Jepara secara bertahap akan terwujud. 
4 Azlim., 
dkk (2012) 
Pengaruh Penerapan 
Good Governance 
Dan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
Terhadap Kualitas 
Informasi Keuangan 
Skpd Di Kota Banda 
Aceh 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah di dinas Kota Bandung. PP 71 
Tahun 2010 menyebutkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip 
- prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 
Selanjutnya dalam PP tersebut 
dijelaskan bahwa dalam rangka 
peningkatan kualitas informasi 
pelaporan keuangan pemerintah dan 
untuk menghasilkan pengukuran kinerja 
yang lebih baik, serta memfasilitasi 
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manajemen keuangan/aset yang lebih 
transparan dan akuntabel, maka perlu 
diterapkannya SAP. 
5 Abdul 
Rohman 
(2009) 
Aksesibilitas, 
Penyajian dan 
Penggunaan 
Informasi Keuangan 
Daerah (Studi pada 
Kota dan Kabupaten 
Tegal). 
 
(1) Penyajian laporan keuangan daerah 
tidak berpengaruh terhadap penggunaan 
informasi keuangan daerah.  
(2) Aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh dan signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. 
6 Ileana 
Steccolini 
(2002) 
LocalGovemment 
Annual Report: an 
Accountability 
Medium? 
Penelitian tentang hubungan penyajian 
laporan tahunan pemerintah daerah 
dengan akuntabilitas. Analisis dari hasil 
penelitian tentang hubungan penyajian 
laporan tahunan pemerintah daerah 
dengan akuntabilitas adalah bahwa 
laporan tahunan digunakan untuk 
pelaksanaan akuntabilitas kepada 
pengguna internal, bahkan laporan 
keuangan tersebut belum tentu dibaca 
oleh pengguna internal itu sendiri. 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah 
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan 
informasi keuangan daerah 
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2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoretis, penelitian ini berusaha menjelaskan teori Agensi yang 
dikembangkan Anthony dan Vijay  (2005) yang menyatakan bahwa teori agensi 
adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Dalam hal ini yang 
bertindak sebagai agent adalah pemerintah dan principal adalah masyarakat. Dalam 
teori ini terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya asymmetric information. 
Penelitian ini akan mencoba menjelaskan tentang permasalahan tersebut. 
b. Manfaat Praktis 
 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
beberapa kalangan diantaranya: 
 Bagi pemerintah daerah, untuk dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan 
laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.  
 Bagi DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih 
menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi 
pengelolaaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan 
pemerintah secara lebih baik.  
 Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat membantu mendeteksi tingkat transpransi dan akuntabilitas pengelolaan 
17 
 
 
 
keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta 
mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
 Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur 
dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengelolaan laporan 
keuangan daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Menurut Anthony dan Vijay  (2005) teori agensi adalah hubungan atau 
kontrak antara principal dan agent. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan 
kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu 
pihak principal membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, 
dengan pihak lain agent dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan 
pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal dalam hal ini terjadi pendelegasian 
wewenang. Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika 
seseorang atau satu kelompok orang atau prinsipal memilih orang atau kelompok lain 
agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. 
Menurut Lane (2003a) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi 
publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian 
hubungan antara principal dan agen (Lane, 2000:12-13). Hal senada dikemukakan 
oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik 
dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa 
rerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting 
untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan 
kebijakan publik berkaitan dengan masalah kontraktual. Adapun salah satu masalah 
konstraktual tersebut yaitu informasi yang tidak simetris atau asymmetric information 
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(AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi 
informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini prinsipal 
seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil 
yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran 
keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. 
Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak 
dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan 
prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen Arifin (2005:7-8). 
Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak 
diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini 
dapat dijelaskan dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, 
dan legislatif dengan rakyat. Dampak dari hubungan tersebut dapat berupa hal positif 
dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan 
dampak negatifnya berupa perilaku opportunistic Bandariy (2011). Hal tersebut 
terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan dari pada 
pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan 
pribadi karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika 
eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari 
proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan 
keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka 
selama ini adalah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata 
20 
 
 
 
legislatif dan rakyat. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai 
pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan 
wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para 
pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari 
resiko berupa ketidakpercayaan pengguna laporan keuangan terhadap kinerja mereka. 
Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja 
mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari 
hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipel dimana agen memiliki keunggulan 
karena memiliki lebih banyak informasi ketimbang agen karena agen merupakan 
pemangku kekuasaan. Adapun salah satu informasi yang dimiliki oleh agen adalah 
berupa laporan keuangan.oleh karena itu pemerintah sebagai pihak agen yang 
memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan serta 
mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak 
prinsipel memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintahan.  
B. Teori Sinyal (Signaling Theory) 
Menurut Tjandrakirana dan Meva (2014) teori sinyal menjelaskan mengenai 
alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan 
bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna 
laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi 
mengenai perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2013) teori sinyal juga dapat 
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membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan 
mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas 
informasi laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang 
menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. 
Adapun kaitan dari teori sinyal dengan penelitian ini adalah dalam teori sinyal 
dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada 
pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam disini dimaksudkan untuk pemerintah itu 
sendiri sedangkan pihak luar adalah anggota DPRD, bawasda dan masyarakat. Salah 
satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjadi signal bagi 
pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. 
Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi 
yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi 
yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan 
hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang 
dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun 
pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi 
untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pihak pengguna 
informasi keuangan dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam 
pemerintahan kota Baubau. 
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C. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
Menurut Hehanussa (2015) penyajian laporan keuangan yaitu suatu penyajian 
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Wahidah 
penyajian Laporan Keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan 
pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang 
berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator 
karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan,  andal, dapat dibandingkan 
dan dapat dipahami. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tanjung 
(2008: 11-12) mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki oleh pihak pengguna laporan keuangan seperti yang tertera di bawah ini:  
1. Relevan  
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 
demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunaannya.  
2. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan.  
3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
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keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.  
4. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna 
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 
pemahaman para pengguna. Untukitu pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 
Sedangkan menurut Belkaoui (2006: 221) karakteristik kualitatif dari laporan 
keuangan adalah relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, keandalan, 
kebebasan dari bias, komparabilitas, konsistensi, dan dapat dimengerti. Dari 
karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya sebagian 
besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh 
mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, 
para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun 
juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan 
informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya.  
Menurut Bandariy (2011) Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang 
sangat penting, Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari 
transparansi fiskal dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Dalam Al-
qur’anpun telah dijelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam Q.S al-
Baqarah/2: 282 
24 
 
 
 
 ُهوُبُتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ ٰىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ۚ  ِلْدَعْلِاب ٌبِتاَك ْمُكَن ْ ي َب ْبُتْكَيْلَو  ۚ  ٌبِتاَك َبَْأي َلََو
 ُوَّللا ُوَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ  ۚ  ُّقَحْلا ِوْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْل َف  اًئْيَش ُوْنِم ْسَخْب َي َلََو ُوََّبر َوَّللا ِقَّتَيْلَو  ۚ  َناَك ْنَِإف
 ِلْدَعْلِاب ُوُِّيلَو ْلِلْمُيْل َف َوُى َّلُِمي ْنَأ ُعيِطَتْسَي َلَ ْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس ُّقَحْلا ِوْيَلَع يِذَّلا  ۚ  ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو
 ْمُكِلاَِجر  ۚ  ْمَل ْنَِإف  َدْحِإ َر َِّكذُت َف اَمُىاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَه ُّشلا َنِم َنْوَضْر َت ْن َّمِم ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجَر َف ِنْيَلَُجر َانوُكَي اَمُىا
 ٰىَرْخُْلْا  ۚ  اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبَْأي َلََو  ۚ  ٰىَلِإ اًريِبَك ْوَأ اًريِغَص ُهوُُبتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت َلََو  ِوِلَجَأ  ۚ  ُطَسْقَأ ْمُكِل َٰذ
 اُوبَاتْر َت َّلََأ ٰىَنْدَأَو ِةَداَه َّشلِل ُمَو ْقَأَو ِوَّللا َدْنِع  ۚ  َّلََأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ْمُكَن ْ ي َب اَه َنوُريِدُت ًةَرِضاَح ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ
 اَىوُبُتْكَت  ۚ  ْمُتْع َياَب َت اَذِإ اوُدِهْشَأَو  ۚ  َلََو ٌديِهَش َلََو ٌبِتاَك َّراَضُي   ۚ  ْمُكِب ٌقوُسُف ُوَّنَِإف اوُلَعْف َت ْنِإَو  ۚ  َوَّللا اوُقَّ تاَو  ۚ 
 ُوَّللا ُمُكُمِّلَع ُيَو  ۚ  ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُوَّللاَو 
Terjemahan:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menulisnya 
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
25 
 
 
 
dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga 
yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. (QS. al-Baqarah:282) 
Dalam ayat di atas telah dijelaskan akan pentingnya pencatatan karena 
pencataan itulah yang akan ditujukan kepada pihak pengguna informasi keuangan. 
Sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas antara pihak pemerintah dan 
pihak pengguna informasi keuangan. Jika hal ini terealisasi maka tidak akan ada 
sesuatu yang ditutup-tupi antara kedua belah pihak. Tujuan perintah dalam ayat 
tersebut jelas sekali yaitu untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan 
adanya pertanggung jawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi 
ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya 
pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan 
saksi  atau untuk transaksi yang material sangat diperlukan karena dikhawatirkan 
pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah 
pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas 
ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon 
kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. 
Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan 
manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar 
dari kebocoran-kebocoran. Oleh karena itu ketika transparansi dalam laporan 
keuangan telah dilaksanakan maka akan tercipta penyajian laporan keuangan yang 
baik karena adanya transparansi Ahmad (2015).  
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Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum  dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun 
antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka 
penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan 
minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis 
kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual 
untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, 
dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, 
diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. 
Menurut Ramadhani, dkk (2014) yang dikutip dalam Govermental accounting 
Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik 
adalah untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel 
secara publik dan untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang 
mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya 
untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan 
sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus 
mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. 
Akuntabilitas pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan 
pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah 
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kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi 
subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak tahu 
(right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk 
didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Tuntutan 
dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk 
memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk 
tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah 
atasan akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja 
pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal 
accountability Sande (2013). 
Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, 
kementrian negara/lembaga, pemerintah daerah dan satuan kerja di tingkat 
pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004, laporan keuangan pemerintah pokok terdiri dari: 
 Laporan Realiasi Anggaran (LRA) 
 Neraca 
 Laporan Arus Kas (LAK) dan 
 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan 
keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan, hal ini berarti setiap 
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gubernur/bupati/walikota dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib menyusun 
dan menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan 
keuangan, sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai 
fungsi pembendaharaan (bendahara umum negara/ kuasa bendahara umum negara/ 
dan kuasa bendahara umum daerah/ kuasa bendahara umum daerah. Di samping 
menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan 
menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja 
keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/ 
defisit selama satu periode yang disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan 
perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo 
ekuitas dana pemerintah selama satu periode Muzahid (2013).  
Menurut Nordiawan (2010: 34) tujuan penyajian laporan keuangan adalah: 1) 
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 
membiayai seluruh pengeluaran 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara 
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan 
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh 
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya 5) Menyediakan informasi mengenai 
posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporanberkaitan dengan sumber-sumber 
penerimaannya 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan 
entitas pelaporan. 
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D. Aksesibilitas Laporan Keuangan 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1999: 19)  arti dari kata aksesibilitas 
adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut 
Rohman (2009) Aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan 
atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan 
seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas 
merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh 
publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait 
erat dengan kemudahan dan ketersediaan. 
Menurut Bandariy (2011) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan 
berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan 
daerah. Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah 
kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau 
memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Menurut 
Apriliani, dkk., (2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang 
dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. 
Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi 
keuangan daerah. Sedangkan Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas laporan keuangan 
yang baik akan mewujudkaan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. 
Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas 
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laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau 
memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan 
aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan 
keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar 
dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.  
Pada era globalisasi saat ini di mana kecanggihan teknologi yang semakin 
menggila akhirnya dapat mempermudah pengguna informasi untuk mudah 
mengakses segala kepentingan yang mereka butuhkan yaitu melalui media, seperti 
surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang 
memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas 
pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, 
pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak 
sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas 
agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Aliyah 
dan Aida (2012)  
Dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma 
baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan 
keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan dilakukannya pengelolaan 
keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, pemerintah 
daerah maupun SKPD yang mereka miliki dituntut untuk dapat membuat laporan 
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keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada 
publik. Selain itu laporan keuangan tersebut hendaknya mudah diperoleh masyarakat 
dengan biaya yang murah. 
E. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
Menurut Saputra (2012) Penggunaan informasi keuangan daerah berkaitan 
dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan 
transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. 
Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban 
pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik 
secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang 
dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa 
publik berhak mengetahui informasi tersebut Aliyah dan Aida (2012). Penggunaan 
informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat 
mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis.  
Menurut Hamid (2011) terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan 
keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat (2) wakil rakyat, 
lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa (3) pihak yang memberi atau berperan 
dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan (4) pemerintah. Menurut PP Nomor 
24 Tahun 2005 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pemakai laporan 
keuangan pemerintah dibagi menjadi empat yaitu: (1) masyarakat, (2) para wakil 
rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang berperan dalam 
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donasi, investasi dan pinjaman, (4) pemerintah. Menurut Mack dan Ryan  
mengkategorikan pemakai laporan keuangan pemerintah dalam tujuh kelompok yaitu: 
(1) pembayar pajak, (2) penyedia sumber daya, (3) pemilih, (4) penerima jasa, (5) 
badan pengawas, (6) manajemen internal, (7) entitas lain. Sedangkan menurut Jones 
menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan sektor publik ada lima yaitu: (1) badan 
pemerintah; (2) investor dan kreditor (3) penyedia sumber daya (4) badan-badan lain 
yang berkepentingan dengan pemerintah (5) pemilih. 
Menurut Mahmudi (2010: 6) Informasi keuangan di dalam laporan keuangan 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Meningkatkan akuntabilitas untuk 
para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka menjadi 
bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset 
dan utang yang mereka kelola (2) Meningkatkan transparansi dari aktivitas 
pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan 
utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari 
transparansi fiskal dan akuntabilitas. (3) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan 
dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban (4) Memberikan informasi 
yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.  
Menurut Bandariy (2011) Laporan keuangan pemerintah bermanfaat untuk 
menilai akuntabilitas. Melalui penyajian laporan keuangan para pengguna dapat 
melihat bagaimana pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menjadi akuntabel 
secara publik. Di samping untuk tujuan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah 
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memuat informasi akuntansi· yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan, terutama dalam melakukan alokasi sumber daya. Para 
pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kemampuan atau sumberdaya dapat 
menyandarkan informasi keuangan pada laporan keuangan. Informasi ini nantinya 
akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Secara lebih spesifik SAP menjelaskan lebih jauh lagi mengenai laporan 
keuangan pemerintah juga menyediakan informasi tentang perubahan posisi 
keuangan selama periode pelaporan. Dalam hal perencanaan dan penganggaran, 
informasi yang disajikan didalam laporan keuangan pemerintah juga dapat 
dimanfaatkan. Informasi akuntansi yang tersaji didalam laporan keuangan ini dapat 
digunakan untuk perencanaan keuangan, menghitung biaya dan penganggaran 
Mardiasmo (2004: 45). Senada dengan pendapat ini, SAP menjelaskan bahwa laporan 
keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam perencanaan dan 
penganggaran pemerintah. Laporan keuangan juga bermanfaat dalam pemilihan 
program yang efektif dan ekonomis serta untuk penila/an investasi karena pemilihan 
program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam 
proses penganggaran Sande (2013). Lebih jauh lagi menurut Bastian (2006: 45) 
pemerintah memerlukan informasi akuntansi yang terkandung didalam laporan 
keuangan untuk menentukan indikator kinerja (perfonnance indicator) sebagai dasar 
penilaian kinerja. Hal ini juga diungkapkan didalam SAP bahwa laporan keuangan 
menyediakan informasi untuk memonitor kinerja. Laporan keuangan ini merupakan 
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ukuran kinerja, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program pemerintah 
Mahmudi (2010:4). Jones dan Pendlebury juga menyatakan bahwa laporan keuangan 
pemerintah dapat dimanfaatakan untuk mengevaluasi kinerja, pelaksanaan aktivitas, 
efisiensi program dan tingkat pemerataan.  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, 
laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik 
dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan 
keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis 
laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan 
pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi 
para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. 
Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi 
kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila 
didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan 
kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu 
laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib 
disajikan demikian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang 
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tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 
dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan 
jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur 
dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan 
lebih lanjut. 
F. Hubungan Antar Variabel 
 Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan 
Informasi Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 
daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang 
diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga pablik bisa menggunakan informasi 
keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik 
Mardiasmo (2004: 30). Dalam teori sinyal dijelaskan bahwa perusahaan dalam hal ini 
pemerintah harus memberikan sinyal kepada pablik atau pengguna laporan keuangan. 
Sinyal dalam hal ini berupa informasi mengenai laporan keuangan dalam bentuk 
penyajian laporan keuangan daerah. 
Pemerintah daerah selaku pengelola dana pablik harus mampu menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 
dipercaya Mardiasmo (2004: 31). Karena hal itu merupakan suatu tanggungjawab 
yang dimilki oleh pemerintah sehingga pablik bisa menilai kinerja dari pemrintah itu 
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sendiri serta akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dalam teori keagenan (agency 
theory) juga dijelaskan bahwasanya pihak agensi dan pihak prinsipel memiliki 
hubungan atau kontrak Anthony dan Vijay  (2005). Pihak agensi dan pihak principel 
dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat atau pengguna laporan keuangan. 
Pemerintah dan masyarakat memiliki suatu hubungan atau kontrak dimulai sejak 
masyarakat memberikan wewenang kepada masyarkat sebagai wakil rakyat. Oleh 
karena itu pemerintah dituntut agar lebih transparan dan akuntabel sehingga 
masyarakat bisa menilai kinerja dari pemerintah itu sendiri yaitu denagan menyajikan 
laporan keuangan daerah. 
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011), 
Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian 
tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ini menunjukan bahwa hasil 
penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti Bandary (2011), 
Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 
 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan 
Informasi Keuangan Daerah 
Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang yang diberikan 
pihak pemerintah untuk mempermudah pihak pengguna laporan keuangan dalam 
mendapatkan atau memperoleh informasi keuangan misalnya melalui wabsite. 
Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses 
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publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat 
dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini 
akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan 
salah satuanya melalui website  Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan 
oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal 
menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan 
kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada 
pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan 
atau informasi mengenai perusahaan.Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus 
membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang 
dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui 
surat kabar, internet, atau cara lainnya.  
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bandary (2011), dan 
Ramadhani (2014) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian tersebut yaitu 
aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah. Ini menunjukan bahwa hasil penelitian yang 
dilakukan oleh beberapa orang terdahulu seperti Bandary (2011), dan Ramadhani 
(2014) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
G. Kerangka Pemikiran 
Secara sederhana kerangka pemikiran yang penulis pergunakan dalam 
penyusunan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
      
      
 
 
 
 
Penyajian Laporan 
Keuangan daerah (X1) 
Penggunaan Informasi  
Keuangan Daerah (Y) 
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan (X2) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 Sebuah penelitian agar dapat berhasil dengan baik, maka perlu diadakannya 
perencanaan yang baik, fasilitas yang memadai, pengelolaan dan pengolahan yang 
terampil dan penggunaan metode yang tepat. Oleh karena itu, perlu adanya 
pembahasan yang khusus mengenai masalah metode yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut : 
A. Jenis dan  Pendekatan Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden 
terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2011: 210) penelitian asosiatif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua 
variabel atau lebih. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Baubau, provinsi Sulawaesi Tenggara. 
Tepatnya di Kantor DPRD kota Bau-bau, Kantor Inspektorat Kota Baubau dan 
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Universitas Dayanu Iksanuddin (UNIDAYAN). Lokasi ini dipilih karena sesuai 
dengan pertimbangan bahwa sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Waktu Penelitian 
Adapun waktu dari penelitian ini yaitu sejak awal bulan oktober 2015 hingga 
pertengahan bulan November 2015, tepatnya pada tanggal 5 Oktober hingga 20 
November 2015. Adapun jangka waktu dari penelitian ini yaitu kurang lebih 45 hari.  
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan 
pemerintah kota Baubau, yaitu anggota DPRD 25 orang, pegawai Badan Pengawas 
Daerah (Bawasda) atau Inspektorat 25 orang, dan masyarakat dalam hal ini 
mahasiswa dan dosen akuntansi Universitas Dayanu Ikhsanuddin 213 jadi total 
populasi dalam penelitian ini adalah 263. 
b. Sampel  
Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Purposive sampling 
adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011: 
126). Pertimbangan dalam penelitian ini didasarkan pada pengetahuan responden 
terhadap penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan. 
Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan sampel yang 
representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut ditentukan 
sebagai berikut: 
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1. Anggota DPRD adalah pengguna utama aktual laporan keuangan yang disajikan 
oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Mulyana, 2006). Anggota DPRD yang dipilih adalah anggota yang 
terlibat dalam proses pembuatan anggaran, pengesahan, hingga 
pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Adapun jumlah anggota DPRD 
yang masuk dalam kriteria tersebut berjumlah 8 orang. 
2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang sekarang berganti nama menjadi 
Inspektorat daerah, dipilih karena mereka bertanggungjawab untuk meyakinkan 
bahwa penggunaan uang daerah telah dilakukan sesuai undang-undang dan 
peraturan yang berlaku. Inspektorat menggunakan laporan keuangan pemerintah 
untuk melakukan pengawasan. Pegawai inspektorat daerah yang dipilih adalah 
pegawai yang pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah 
dan pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah. 
Adapun anggota inspektorat yang masuk dalam kriteria tersebut adalah 
berjumlah 6 orang. 
3. Masyarakat sebagai stakeholder pemerintah merupakan pengguna potensial 
laporan keuangan pemerintah daerah. Masyarakat memiliki rentang variabilitas 
pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang sangat tinggi. 
Keterlibatan masyarakat dalam menilai pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah diperlukan agar mereka dapat menilai kinerja pemerintah, 
memberi respon atau koreksi apabila ternyata laporan keuangan pemerintah 
menunjukkan ketidakefektivan kinerja pemerintah. Namun, hanya sedikit dari 
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anggota masyarakat yang melihat dan mampu menginterpretasikan laporan 
tahunan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu sampel yang diambil dari 
masyarakat adalah dosen dan mahasiswa akuntansi yang paham akan laporan 
keuangan yang berjumlah 44 orang. 
4. Untuk meningkatkan obyektivitas persepsi, pihak penyaji laporan keuangan yaitu 
pihak pemerintah daerah itu sendiri (eksekutif): kepala daerah dan para kepala 
satuan kerja (dinas, badan, kantor) tidak termasuk sebagai responden. 
Tabel 3.1 
Jumlah populasi dan sampel 
No Lokasi Penelitian Populasi Sampel 
1. DPRD 25 8 
2. Inspektorat  25 6 
3. Dosen dan Mahasiswa 213 44 
 Jumlah 263 58 
D. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan 
oleh peneliti untuk menjawab pernyataan penelitian Indrianto (2013: 27). Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner yang sebagian besar 
dikembangkan sendiri oleh peneliti, selebihnya mengadopsi dari kuisioner Peggy 
Sande (2013) yang sebelumnya telah diuji tingkat validitas dan reabilitasnya dengan 
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menggunakan SPSS versi 15. Kuisioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti 
yaitu; penambahan dan pengurangan pernyataan mengenai penyajian laporan 
keuangan daerah dikarenakan kurang sesuainya dengan indikator yang digunakan 
oleh peneliti. Peneiliti juga mengembangkan pernyataan dalam variabel penggunaan 
informasi keuangan daerah. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar 
pernyataan (kuesioner) yang diisi atau dijawab oleh responden yakni Anggota DPRD, 
pegawai Inspektorat dan Masyarakat Kota Baubau dalam hal ini dosen dan 
mahasiswa akuntansi Unidayan. “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya..” (Sugiyono, 2011: 192). Untuk memperoleh 
data yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu 
dengan mendatangi tempat responden. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2011:148).  Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen penyajian laporan 
keuangan daerah dengan 8 indikator dan 8 butir pernyataan, Instrumen aksesibilitas 
laporan keuangan dengan 3 indikator dan 3 butir penyataan, Instrumen penggunaan 
informasi keuangan daerah dengan 5 indikator dan 5 butir penyataan. Untuk 
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mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 
5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).  
Tabel 3.2 
Instrumen penelitian dan skala pengukuran 
No Variabel Definisi Variabel Indikator 
No. item 
instrumen 
1 Penyajian 
Laporan 
Keuangan 
Daerah (X1) 
Laporan Keuangan 
disusun untuk 
menyediakan informasi 
yang relevan mengenai 
posisi keuangan dan 
seluruh transaksi yang 
dilakukan oleh suatu 
entitas pelaporan 
selama satu periode 
pelaporan Bandary 
(2011) 
1. Kelengkapan  
2. Ketepatan 
waktu  
3. Andal 
4. Dapat diuji 
5. Dapat 
dibandingkan 
6. Sebagai tolak 
ukur 
7. Bebas dari 
kesalahan 
8. Dapat 
dipahami 
Sande (2013) 
1,2,3 dan 4 
5,6,7 dan 8 
9 
10 
11 
 
12 
13 
 
14 
2 Aksesibilitas 
Laporan 
Keuangan 
(X2) 
Aksesibilitas laporan 
keuangan adalah 
kemampuan untuk 
memberikan akses bagi 
stakeholder untuk 
mengetahui atau 
memperoleh laporan 
keuangan sebagai 
bagian dari partisipasi 
stakeholder. Hehanussa 
(2015) 
1. Terbuka 
dimedia massa 
2. Mudah 
diakses 
3. Ketersediaan 
informasi 
Sande (2013) 
15 
 
16 
17 
3 Penggunaan 
Informasi 
Keuangan 
Daerah 
Pembuatan laporan 
keuangan daerah 
bertujuan untuk 
memberikan informasi 
keuangan yang berguna 
untuk pembuatan 
1. Transparansi 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 
2. Akuntabilitas 
pengelolaan 
18,19,20,21,dan 
22 
 
23,24,25,26 dan 
27 
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keputusan ekonomi, 
sosial, politik dan juga 
laporan akuntabilitas 
itu sendiri. Selain 
tujuan tersebut, tujuan 
yang lebih penting 
dalam pelaporan ini 
adalah kepuasan 
pengguna informasi 
Ramadhani (2014) 
keuangan 
daerah 
Ramadhani 
(2014) 
Adapun perincian untuk skala likert menggunakan angka-angka sebagai 
berikut: 
 Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
 Angka 3 = Ragu-Ragu (R) 
 Angka 4 = Setuju (S) 
 Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah 
diinterpretasikan yang diolah dengan  menggunakan  rumus  atau  aturan-aturan  yang  
ada  sesuai pendekatan penelitian Sugiyono (2011: 332). Tujuan  analisis  data  adalah  
mendapatkan  informasi  relevan  yang terkandung di dalam data tersebut dan 
menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu  masalah Sugiyono (2011: 332). 
Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan  
menganalisis  data  yang  telah  terkumpul.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti 
menggunakan  analisis  kuantitatif.  Analisis  kuantitatif  merupakan  suatu bentuk  
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analisis  yang  diperuntukkan  bagi  data  yang  besar  yang  dapat dikelompokkan  ke  
dalam  kategori-kategori  yang  berwujud  angka-angka.  
Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert fungsinya  yaitu 
memberikan skor pada masing-masing jawaban pernyataan alternatif tersebut. 
Kemudian dari alternatif tersebut jawaban tersebut diproses dan diolah untuk 
dipergunakan sebagai alat pengukur variabel yang diteliti.  Kemudian nilai - nilai 
alternatif jawaban diproses dan diolah untuk digunakan sebagai alat ukur variabel 
yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer 
melalui program IBM SPSS 21 for Windows. 
1. Uji Kualitas Data  
a. Uji Validitas Data  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner Ghozali (2001 : 105 ). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan 
korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. 
Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa korelasi antara 
masingmasing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang 
signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan  atau 
penyataan adalah valid. 
b. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghozali (2001: 106). Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 
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adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian 
ini dilakukan dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. 
Pengukuran one Shot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 
pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 
statistik Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,06 Ghozali, (2001: 107 ) 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas. Adapun penjelasan dari uji ini adalah sebagai berikut:  
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi 
normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka 
ada dua cara yang dapat digunakan yaitu analisi grafik dan analisis statistik  
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 
ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 
variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang 
sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan 
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Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas. 
Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas.  
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau 
mendekati sempurna diantara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya 
multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 
Variance Inflation Factor (VIF). Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan 
multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 atau VIF >10  
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskesdastisitas. Uji heteroskesdastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana dasar 
analisisnya adalah :  
 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 
yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi 
gejala heteroskesdastisitas 
 Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
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3. Uji Hipotesis 
Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel 
(variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh 
karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain 
mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga 
menunjukkan arah pengaruh tersebut. Statistical Package For Sosial Science (SPSS) 
21 akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda. 
Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut:  
Y = a + b1X1+ b2X2+ e 
Ket:  
 Y  :  Penggunaan Informasi Keuangan Daerah  
 X1  :  Penyajian Laporan Keuangan Daerah  
 X2  :  Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah  
 a  :  Konstanta  
 b1  :  Koefisien regresi dari X1  
 b2  :  Koefisien regresi dari X2  
 e  :  Kesalahan residual (error turn) 
a. Uji Simultan (Statistik F)  
Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi 
berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh 
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antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. 
Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang 
diperoleh dengan derajat signifikansi pada level α = 0,05. Apabila nilai sig yang 
diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix. 
b. Uji Parsial (Uji Statistik t)  
Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.Tingkat 
kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%). Jika nilai t 
hitung > t tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat 
dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  
Nilai R² digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel independen. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) 
digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. 
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BAB IV 
HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah Singkat Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA) 
Pada mulanya, Baubau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri 
pada awal abad ke-15 (1401–1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Indonesia 
karena telah tercatat dalam naskah Nagarakretagama karya Prapanca pada Tahun 
1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian 
atau tempat tinggal para resi di mana terbentang taman dan didirikan lingga serta 
saluran air dengan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal negeri Buton 
untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana 
(si empat orang) yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati yang oleh 
sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir 
abad ke-13. 
Kejayaan masa Kerajaan Buton (Wolio) sampai Kesultanan Buton sejak 
berdiri pada tahun 1332 sampai dengan 1960 telah banyak meninggalkan warisan 
masa lalu yang gemilang. Sampai saat ini masih dapat disaksikan berupa peninggalan 
sejarah, budaya seperti naskah kuno yg tersimpan pada garis keturunan Laode dan 
Waode di pulau buton, sedangkan naskah lain masih banyak yg dibawa ke belanda 
oleh bangsa belanda sendiri pada saat penjajahan mereka dan arkeologi seperti 
kuburan raja dan sultan, benteng pertahanan keraton, pintu gerbang yg disebut lawa, 
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meriam tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini wilayah bekas Kesultanan 
Buton telah berdiri beberapa kabupaten dan kota, yaitu: 
1) Kabupaten Buton,  
2) Kabupaten Muna,  
3) Kabupaten Wakatobi,  
4) Kabupaten Bombana,  
5) Kabupaten Buton Utara,  
6) Kabupaten Muna Barat,  
7) Kabupaten Buton Tengah,  
8) Kabupaten Buton Selatan, dan  
9) Kota Baubau. 
Pada mulanya tulisan kota Baubau memiliki tanda hubung (Bau-Bau). Akan 
tetapi hal itu sudah berubah sesuai dengan keputusan perda No 02 tahun 2010. Kota 
Baubau merupakan satu-satunya kota yang berada di pulau Buton Provinsi Sulawasi 
Tenggara. Terbentuknya Kota Baubau secara otonom dan mandiri berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 merupakan peluang sekaligus tantangan 
didalam mengisi pembangunan daerah sebagaimana tuntutan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang digariskan dalam 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan 
kewenangan Otonomi Daerah dimaksud, Pemerintah Kota Baubau dituntut untuk 
meningkatkan kemandirian melalui prakarsa dan inisiatif didalam menggali potensi 
sumberdaya yang tersedia untuk sebesar- sebesarnya dikelola dan dimanfaatkan bagi 
53 
 
 
 
kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Baubau. Oleh sebab itu untuk memberikan 
informasi dan layanan secara mudah dan cepat maka aplikasi teknologi informasi 
dalam bentuk website Pemerintah Kota Baubau diluncurkan. 
2. Geografis 
Secara geografis Kota Baubau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi 
Tenggara dengan posisi koordinat sekitar 5.21° – 5.33° Lintang Selatan dan 122.30° – 
122.47°, Bujur Timur. Kota Baubau berada di Pulau Buton, tepatnya terletak di Selat 
Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas 
lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. Selat Buton 
mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi batas-batas administrasi, sebelah 
Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sebelah Timur 
berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Selat Buton. 
Luas wilayah daratannya sekitar 221,00 km
2
 yang tersebar dalam 4 kecamatan 
dan 38 kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Baubau. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan dinamika 
pemerintah dan pembangunan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pembentukan Kecamatan Kokalukuna dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Pembentukan Kecamatan Murhum, wilayah Kota Baubau dibagi 
menjadi 6 wilayah kecamatan yaitu : 
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1) Kecamatan Wolio terdiri atas 7 kelurahan yang meliputi Kelurahan Bataraguru, 
Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi dan Bukit Wolio Indah. 
2) Kecamatan Betoambari terdiri atas 5 kelurahan yang meliputi Sulaa, Waborobo, 
Lipu, Katobengke dan Labalawa. 
3) Kecamatan Bungi terdiri atas 8 kelurahan yang meliputi Kelurahan Lowu-Lowu, 
Kolese, Kalia-lia, Ngkaring-Ngkari, Kampeonaho, Liabuku, Waliabuku dan 
Palabusa. 
4) Kecamatan Sorawolio terdiri atas 4 kelurahan yang meliputi Kelurahan Kaisabu 
Baru, Karya Baru, Bugi, dan Gonda Baru. 
5) Kecamatan Murhum terdiri atas 11 kelurahan yang meliputi Kelurahan Baadia, 
Melai, Wajo, Lamangga, Tanganapada, Bone-Bone, Tarafu, Wameo, Kaobula, 
Lanto dan Nganganaumala. 
6) Kecamatan Kokalukuna terdiri atas 6 kelurahan yang meliputi Kelurahan 
Waruruma, Lakologou, Liwuto, Sukanaeyo, Kadolomoko dan Kadolo. 
Karakteristik Wilayah Kota Baubau untuk wilayah utara cenderung subur dan 
bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas, yaitu 
meliputi wilayah Kecamatan Bungi, Sorawolio, sebagian Kecamatan Wolio dan 
Betoambari. Wilayah selatan cenderung kurang subur diperuntukan bagi 
pengembangan perumahan dan fasilitas pemerintahan. Sementara wilayah pesisir 
untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. 
Keadaan iklim Kota Baubau pada umumnya hampir sama dengan wilayah lain 
di Sulawesi yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau 
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dengan suhu udara berkisar 200 C - 330 C. Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan 
Desember dan Maret, dimana angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudra Pasifik 
mengandung banyak uap air. Sementara musim kemarau terjadi mulai bulan Mei 
sampai bulan Oktober, dimana angin timur yang bertiup dari Australia kurang 
mengandung uap air. 
Wilayah Kota Baubau memiliki dua sungai utama yang memiliki potensi 
sebagai sumber tenaga listrik, irigasi dan kebutuhan rumah tangga masyarakat Kota 
Baubau. Yang pertama adalah Sungai Baubau yang melintas dalam kota. Sungai ini 
membagi wilayah Kecamatan Wolio dan Betoambari yang bermuara di Selat Buton. 
Yang kedua adalah Sungai Bungi yang merupakan sumber air bersih PDAM. Selain 
kedua sungai tersebut di atas, juga terdapat sumber air lainnya seperti: mata air 
Kaongke-Ongkea, mata air Wamembe, mata air Bungi dan mata air Koba. 
B. Analisis Statistik Deskriptif 
Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 58 rangkap 
kuesioner dan dikembalikan sebanyak 50 rangkap kuesioner jadi terdapat 8 rangkap 
kuesioner yang tidak diisi oleh responden hal ini terjadi pada responden yang berada 
di Inspektorat, mahasiswa dan dosen. Gambaran yang diperoleh tentang karakteristik 
responden akan dilakukan dengan pengolahan data melalui perhitungan statistik 
deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari 
jawaban responden atas pernyataan yang diajukan oleh peneliti.  
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a. Jenis Kelamin 
Hasil olah data untuk jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah 
responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 
72,00%. 
Tabel 4.1  
Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 14 28,00 
Perempuan 36 72,00 
Total 50 100,00 
b. Usia 
Hasil olah data untuk tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa usia responden rata-rata berkisar antara 20-30 tahun 
atau sebesar 64,00%. 
Tabel 4.2  
Tingkat Usia Responden 
Usia Frekuensi Persentase (%) 
20-30 32 64,00 
31-40 10 20,00 
41-50 6 12,00 
51-60 2 4,00 
Total 50 100,00 
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c. Nama Instansi 
Hasil olah data untuk nama instansi responden dapat dilihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Instansi responden yang paling banyak berada pada 
Instansi UNIDAYAN 36 responden atau sebesar 72,00%. 
Tabel 4.3  
Nama Instansi Responden 
Nama Instansi Frekuensi Persentase (%) 
Inspektorat 6 12,00 
DPRD 8 16,00 
UNIDAYAN 36 72,00 
Total 50 100,00 
d. Pendidikan 
Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 
4.4 menujukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak berada 
pada pendidikan SMA  atau sebesar 58,00%.  
Tabel 4.4 
Pendidikan Responden 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%) 
SMA 29 58,00 
S1 5 10,00 
S2 16 32,00 
Total 50 100,00 
C. Hasil Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
 Uji validitas dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-
butir kuisioner yang digunkan dalam penelitian. Analisis dilakukan terhadap semua 
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butir-butir kuisioner dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0, dimana batas 
angka kritis (α) adalah 0,05 (5%). Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria 
sebagai berikut :  
 Jika r hitung positif dan r hitung ˃ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid,  
 Jika r hitung negatif dan r hitung ˂r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak 
valid.  
Berikut ini dibahas secara berturut-turut hasil uji validitas untuk masing-
masing variabel:  
a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah  
Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir 
pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.5  
Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) 
 Rhitung Rtabel Hasil 
Pernyataan 1 0,729 0,279 Valid 
Pernyataan 2 0,710 0,279 Valid 
Pernyataan 3 0,391 0,279 Valid 
Pernyataan 4 0,736 0,279 Valid 
Pernyataan 5 0,731 0,279 Valid 
Pernyataan 6 0,724 0,279 Valid 
Pernyataan 7 0,753 0,279 Valid 
Pernyataan 8 0,722 0,279 Valid 
Pernyataan 9 0,667 0,279 Valid 
Pernyataan 10 0,519 0,279 Valid 
Pernyataan 11 0,467 0,279 Valid 
Pernyataan 12 0,728 0,279 Valid 
Pernyataan 13 0,502 0,279 Valid 
Pernyataan 14 0,439 0,279 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0  
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Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka nilai r 
tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = n-2. Jadi df untuk variabel 
Penyajian laporan Keuangan Daerah (X1) = 50 – 2  = 48 dan r tabelnya 0,279. 
Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan bahwa 
terdapat 14 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 dan 14 
b. Aksesibilitas Laporan Keuangan  
Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir 
pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :  
Tabel 4.6  
Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 
 Rhitung Rtabel Hasil 
Pernyataan 15 0,912 0,279 Valid 
Pernyataan 16 0,893 0,279 Valid 
Pernyataan 17 0,857 0,279 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0 
Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka nilai r 
tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = n-2. Jadi df untuk variabel 
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) = 50 -2  = 48 dan r tabelnya 0,279. 
Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan bahwa 
terdapat 3 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2, dan 3. 
c. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir 
pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.7  
Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
 Rhitung Rtabel Hasil 
Pernyataan 18 0,680 0,279 Valid 
Pernyataan 19 0,591 0,279 Valid 
Pernyataan 20 0,665 0,279 Valid 
Pernyataan 21 0,564 0,279 Valid 
Pernyataan 22 0,619 0,279 Valid 
Pernyataan 23 0,347 0,279 Valid 
Pernyataan 24 0,424 0,279 Valid 
Pernyataan 25 0,528 0,279 Valid 
Pernyataan 26 0,421 0,279 Valid 
Pernyataan 27 0,609 0,279 Valid 
Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0 
 Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka nilai r 
tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = n-2. Jadi df untuk variabel 
penggunaan informasi keuangan daerah (Y) = 50-2 = 48 dan r tabelnya 0,279. 
Berdasarkan perbandingan antara r hitung dan r tabel maka dapat dinyatakan bahwa 
terdapat 10 butir pernyataan yang valid yaitu butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10. 
2. Uji Reliabilitas  
Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi 
jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat 
analisisnya menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Perhitungan dilakukan dengan 
dibantu program SPSS 21.0. Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat 
dilihat sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 
Hasil uji Reliabilitas Masing-masing Variabel 
No Variabel 
Variabel 
Cronbach’s 
Alpha 
Rtabel Hasil 
1 
Penyajian Laporan Keuangan 
Daerah (X1) 
0,915 0,60 Reliabel 
2 
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan (X2) 
0,862 0,60 Reliabel 
3 
Penggunaan Informasi 
Keuangan Daerah (Y) 
0,705 0,60 Reliabel 
Sumber : hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21.0  
 Menurut Sekaran (2003:311) realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan 
baik apabila memiliki nilai Cronbach‟s Alpha > 0,60. Pada tabel 4.8 dapat dilihat 
bahwa nilai Cronbach‟s Alphauntuk variabel penyajian Laporan Keuangan (X1), 
Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Variabel Penggunaan Informasi 
Keuangan Daerah (Y) lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa instrument yang 
terdapat pada ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel. 
D. Gambaran Mengenai Pernyataan Responden 
Gambaran mengenai pernyataan responden dapat dikelompokan kedalam 3 
kelompok besar yaitu penyajian laporan keuangan daerah yang terdiri dari 14 butir 
pernyataan, aksesibilitas laporan ekuangan yang terdiri dari 3 butir pernyataan, 
penggunaan informasi keuangan daerah yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Adapun 
hasil dari rekapitulasipernyataan tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
 Ada 14 pernyataan didalam kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur 
variabel penyajian laporan keuangan daerah yaitu: 
Tabel 4.9 
Pernyataan Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
  Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden 
Total 
1 2 3 4 5 
F 
1 
1 11 21 12 5 50 
% 2,0 22,0 42,0 24,0 10,0 100,0 
F 
2  
11 20 12 7 50 
%  22,0 40,0 24,0 14,0 100,0 
F 
3 
 1 2 31 16 50 
%  2,0 4,0 62,0 32,0 100,0 
F 
4 
1 10 22 12 5 50 
% 2,0 20,0 44,0 24,0 10,0 100,0 
F 
5 
1 11 21 10 7 50 
% 2,0 22,0 42,0 20,0 14,0 100,0 
F 
6 
 11 23 12 4 50 
%  22,0 46,0 24,0 8,0 100,0 
F 
7 
 11 19 16 4 50 
%  22,0 38,0 32,0 8,0 100,0 
F 
8 
 11 20 15 4 50 
%  22,0 40,0 30,0 8,0 100,0 
F 
9 
2 5 17 16 10 50 
% 4,0 10,0 34,0 32,0 20,0 100,0 
F 
10 
 5 16 27 2 50 
%  10,0 32,0 54,0 4,0 100,0 
F 
11 
 2 4 31 13 50 
%  4,0 8,0 62,0 26,0 100,0 
F 
12 
2 10 21 12 5 50 
% 4,0 20,0 42,0 24,0 10,0 100 
F 
13 
2 14 24 3 7 50 
% 4,0 28,0 48,0 6,0 14,0 100 
F 
14 
2 7 17 20 4 50 
% 4,0 14,0 34,0 40,0 8,0 100 
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 Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 1 pada kuesioner item no. 1 bahwa “Terdapat laporan realisasi anggaran 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah.” adalah : Responden memilih sangat 
tidak saetuju sebanyak 1 orang (2,0%), meilih tidak setuju sebanyak 11 orang 
(22,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 21 orang (42,0%), memilih setuju sebanyak  
sebanyak 12 orang (24,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 5 
orang atau (10,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 2 pada kuesioner item no. 2 bahwa “Terdapat laporan realisasi anggaran 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah.” adalah : Responden memilih tidak 
setuju sebanyak 11 orang (22,0%), ragu-ragu sebanyak 20 orang (40,0%), memilih 
setuju sebanyak  sebanyak 12 orang (24,0%), sedangkan sisanya memilih sangat 
setuju sebanyak 7 orang atau (14,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 3 pada kuesioner item no. 3 bahwa “Terdapat laporan arus kas dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah” adalah : Responden memilih tidak setuju 
sebanyak 1 orang (2,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 2 orang (4,0%), memilih 
setuju sebanyak  sebanyak 31 orang (62,0%), sedangkan sisanya memilih sangat 
setuju sebanyak 16 orang atau (32,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 4 pada kuesioner item no. 4 bahwa “Terdapat catatan atas laporan 
keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah ” adalah : Responden memilih 
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sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih tidak setuju sebanyak 10 
orang (20,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 22 orang (44,0%), memilih setuju 
sebanyak  sebanyak 12 orang (24,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju 
sebanya  5 orang atau (10,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 5 pada kuesioner item no. 5 bahwa “Terdapat catatan atas laporan 
keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah ” adalah : Responden memilih 
sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih tidak setuju sebanyak 11 
orang (22,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 21 orang (42,0%), memilih setuju 
sebanyak  sebanyak 10 orang (20,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju 
sebanya  7 orang atau (14,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 6 pada kuesioner item no. 6 bahwa “SKPD mampu menyelesaikan 
laporan neraca tepat waktu” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 11 
orang (22,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 23 orang (46,0%), memilih setuju 
sebanyak  sebanyak 12 orang (24,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju 
sebanyak 4 orang atau (8,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 7 pada kuesioner item no. 7 bahwa “SKPD mampu menyelesaikan 
laporan arus kas tepat waktu ” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 11 
orang (22,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 19 orang (38,0%), memilih setuju 
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sebanyak  sebanyak 16 orang (32,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju 
sebanyak 4 orang atau (8,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 8 pada kuesioner item no. 8 bahwa “SKPD mampu menyelesaikan catatan 
atas laporan keuangan tepat waktu ” adalah : Responden memilih tidak setuju 
sebanyak 11 orang (22,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 20 orang (40,0%), memilih 
setuju sebanyak  sebanyak 15 orang (30,0%), sedangkan sisanya memilih sangat 
setuju sebanyak 4 orang atau (8,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 9 pada kuesioner item no. 9 bahwa “Apabila dilakukan pengujian 
terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.” adalah : Responden memilih 
sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (4,0%), memilih tidak setuju sebanyak 5 orang 
(10,0%), ragu-ragu sebanyak 17 orang (34,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 
16 orang (32,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 10 orang atau 
(20,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 10 pada kuesioner item no. 10 bahwa “Apabila dilakukan pengujian 
terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.” adalah : Responden memilih tidak 
setuju sebanyak 5 orang (10,0%) memilih ragu-ragu sebanyak 16 orang (32,0%), 
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memilih setuju sebanyak  sebanyak 27 orang (54,0%), sedangkan sisanya memilih 
sangat setuju sebanyak 2 orang atau (4,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 11 pada kuesioner item no. 11 bahwa “Informasi yang termuat dalam 
laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. 
” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 2 orang (4,0%), memilih ragu-
ragu sebanyak 4 orang (8,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 31 orang 
(62,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 13 orang atau (26,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 12 pada kuesioner item no. 12 bahwa “Laporan keuangan yang disusun 
oleh SKPD dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun 
berikutnya.” adalah : Responden memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 orang 
(4,0%), memilih tidak setuju sebanyak 10 orang (20,0%), memilih ragu-ragu 
sebanyak 21 orang (42,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 12 orang (24,0%), 
sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 5 orang atau (10,0%) 
Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 13 pada kuesioner item no. 13 bahwa “Informasi yang dihasilkan dari 
laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.” adalah : 
Responden memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (4,0%), memilih tidak 
setuju sebanyak 14 orang (28,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 24 orang (48,0%), 
memilih setuju sebanyak  sebanyak 3 orang (6,0%), sedangkan sisanya memilih 
sangat setuju sebanyak 7 orang atau (14,0%) 
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Dari Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 14 pada kuesioner item no. 14 bahwa “Informasi yang dihasilkan dalam 
laporan keuangan SKPD dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.” 
adalah : Responden memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (4,0%), memilih 
tidak setuju sebanyak 7 orang (14,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 17 orang 
(34,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 20 orang (40,0%), sedangkan sisanya 
memilih sangat setuju sebanyak 4 orang atau (8,0%) 
b. Aksesibilitas Laporan Keuangan 
 Ada 3 pernyataan yang digunakan didalam kuesioner untuk mengukur 
variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah yaitu: 
Tabel 4.10 
Pernyataan Responden Tentang AksesibilitasLaporan Keuangan 
  Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden 
Total 
1 2 3 4 5 
F 
15 
3 8 6 16 17 50 
% 6,0 16,0 12,0 32,0 34,0 100 
F 
16 
 6 13 14 17 50 
%  12,0 26,0 28,0 34,0 100 
F 
17 
1 6 11 12 20 50 
% 2,0 12,0 22,0 24,0 40,0 100 
 Dari Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 15 pada kuesioner item no. 15 bahwa “Laporan keuangan daerah 
dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.” adalah : Responden memilih 
sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (6,0%), memilih tidak setuju sebanyak 8 orang 
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(8,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 6 orang (12,0%), memilih setuju sebanyak  
sebanyak 16 orang (32,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 17 
orang atau (34,0%). 
 Dari Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 16 pada kuesioner item no. 16 bahwa “Memberikan kemudahan kepada 
para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan 
keuangan daerah.” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 6 orang 
(12,0%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (26,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 
14 orang (28,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 17 orang atau 
(34,0%) 
 Dari Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 17 pada kuesioner item no. 17 bahwa “Masyarakat dapat mengakses 
laporan keuangan daerah melalui internet (website)” adalah : Responden memilih 
sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih tidak setuju sebanyak 6 orang 
(12,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 11 orang (22,0%), memilih setuju sebanyak  
sebanyak 12 orang (24,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 20 
orang atau (40,0%) 
c. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
 Ada 10 pernyataan yang digunakan didalam kuesioner untuk mengukur 
variabel penggunaan informasi keuangan daerah yaitu: 
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Tabel 4.11 
Pernyataan Responden Tentang Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
  Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden 
Total 
1 2 3 4 5 
F 
18 
 1 3 38 8 50 
%  2,0 6,0 76,0 16,0 100 
F 
19 
  7 36 7 50 
%   14,0 72,0 14,0 100 
F 
20 
 2 6 28 14 50 
%  4,0 12,0 56,0 28,0 100 
F 
21 
1 1 2 31 15 50 
% 2,0 2,0 4,0 62,0 30,0 100 
F 
22 
 1 3 30 16 50 
%  2,0 6,0 60,0 32,0 100 
F 
23 
4 12 22 5 7 50 
% 8,0 24,0 44,0 10,0 14,0 100 
F 
24 
 1 7 34 8 50 
%  2,0 14,0 68,0 16,0 100 
F 
25 
1 11 18 15 5 50 
% 2,0 22,0 36,0 30,0 10,0 100 
F 
26 
 5 18 24 3 50 
%  10,0 36,0 48,0 6,0 100 
F 
27 
 11 22 13 4 50 
%  22,0 44,0 26,0 8,0 100 
  
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 18 pada kuesioner item no. 18 bahwa “APBD disusun dengan pendekatan 
kinerja” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), ragu-
ragu sebanyak 3 orang (6,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 38 orang 
(76,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 8 orang atau (16,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 19 pada kuesioner item no. 19 bahwa “Pemerintah menyampaikan 
rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan” adalah : 
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Responden memilih ragu-ragu sebanyak 7 orang (14,0%), memilih setuju sebanyak  
sebanyak 36 orang (72,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 7 
orang atau (14,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 20 pada kuesioner item no. 20 bahwa “Pendapatan daerah disetor 
sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan bukti-bukti administrasi 
yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah : Responden memilih tidak setuju 
sebanyak 2 orang (4,0%), memlih ragu-ragu sebanyak 6 orang (12,0%), memilih 
setuju sebanyak  sebanyak 28 orang (56,0%), sedangkan sisanya memilih sangat 
setuju sebanyak 14 orang atau (28,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 21 pada kuesioner item no. 21 bahwa “Pelaporan keuangan daerah dibuat 
dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah” adalah : Responden memilih sangat tidak 
setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), 
memilih ragu-ragu sebanyak 2 orang (4,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 31 
orang (62,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 15 orang atau 
(30,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 22 pada kuesioner item no. 22 bahwa “Ketersediaan sistem informasi 
manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah” adalah: Responden 
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memilih tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 3 orang 
(6,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 30 orang (60,0%), sedangkan sisanya 
memilih sangat setuju sebanyak 16 orang atau (32,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 23 pada kuesioner item no. 23 bahwa “Laporan keuangan SKPD di 
review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK” adalah : Responden 
memilih sangat tidak setuju sebanyak 4 orang (8,0%), memilih tidak setuju sebanyak 
12 orang (24,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 22 orang (44,0%), memilih setuju 
sebanyak  sebanyak 5 orang (10,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju 
sebanyak 7 orang atau (140,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 24 pada kuesioner item no. 24 bahwa “Laporan keuangan SKPD 
disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan” adalah : Responden 
memilih tidak setuju sebanyak 1 orang (2,0%), memilih ragu-ragu sebanyak 7 orang 
(14,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 34 orang (68,0%), sedangkan sisanya 
memilih sangat setuju sebanyak 8 orang atau (16,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 25 pada kuesioner item no. 25 bahwa “Dilakukannya financial audit 
terhadap laporan keuangan daerah” adalah : Responden memilih sangat tidak setuju 
sebanyak 1 orang (2,0%), memilih tidak setuju sebanyak 11 orang (22,0%), memilih 
ragu-ragu sebanyak 18 orang (36,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 15 orang 
(30,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 5 orang atau (10,0%) 
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 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 26 pada kuesioner item no. 26 bahwa “Indikator hasil kinerja yang akan 
dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD” 
adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 5 orang (10,0%), memilih ragu-
ragu sebanyak 18 orang (36,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 24 orang 
(48,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 3 orang atau (6,0%) 
 Dari Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang 
pernyataan 27 pada kuesioner item no. 27 bahwa “Pengelolaan APBD 
dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat 
luas” adalah : Responden memilih tidak setuju sebanyak 11 orang (22,0%), memilih 
ragu-ragu sebanyak 22 orang (44,0%), memilih setuju sebanyak  sebanyak 13 orang 
(26,0%), sedangkan sisanya memilih sangat setuju sebanyak 4 orang atau (8,0%) 
E. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi 
normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka 
ada dua cara yang dapat digunakan yaitu : 
a. Analisis Grafik 
 Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 
grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal. Untuk lebih memberi keyakinan dan memberi hasil 
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yang lebih handal dapat digunakan dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 
dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dalam hal ini 
dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 di bawah ini: 
Gambar 4.1 
Grafik histogram dengan kurva normal 
 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
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 Pada gambar 4.1 diatas kurva penggunaan informasi keuangan daerah 
memiliki bentuk kurva yang cenderung ditengah tidak condong ke kiri maupun ke 
kanan. Dengan kata lain data pada variabel tersebut cenderung terdistribusi normal. 
Gambar 4.2 
Grafik Normal Plot 
 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa titik data menyebar di sekitar 
garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi 
normalitas dapat terpenuhi. 
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b. Analisis Statistik 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 Y 
N 50 50 50 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 51,8200 11,4400 37,4400 
Std. Deviation 5,86129 3,05166 4,13131 
Most Extreme Differences 
Absolute ,102 ,139 ,116 
Positive ,102 ,122 ,116 
Negative -,080 -,139 -,077 
Kolmogorov-Smirnov Z ,721 ,985 ,822 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,677 ,287 ,508 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai 
Asymp.Sig.(2-tailed) untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas 
laporan keuangan dan penggunaan informasi keuangan daerah lebih besar atau sama 
dengan 5% (0,05) yaitu 0,677, 0,287 dan 0,508. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 
ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 
variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistik yang 
sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan 
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Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas. 
Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas. Maka untuk membuktikan 
uji multikolinearitas dapat di lihat pada table di bawah ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Penyajian 
laporan 
keuangan 
Daerah 
,994 1,006 
Aksesibilitas 
laporan 
keuangan 
,994 1,006 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas, karena nilai VIF untuk 
semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak 
terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. 
3. Uji Heteroskedatisitas 
Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskesdastisitas. Uji heteroskesdastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana dasar 
analisisnya adalah :  
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 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu 
yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi 
gejala heteroskesdastisitas 
 Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
 Maka untuk membuktikan uji heteroskedastisitas dapat di lihat pada gambar di 
bawah ini: 
Gambar 4.3 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
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Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastistas 
sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 
pada sumbu Y, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penggunaan 
informasi keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independennya (penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan). 
F. Hasil Uji Penelitian 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 
berganda. Pengujian ini bertujuan untuk mengatahui apakah variabel penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibiltas laporan keuangan daerah berpengaruh 
secara signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode 
enter, karena dengan metode enter seluruh variabel akan dimasukan ke dalam analisis 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Data akan diolah dengan metode enter pada input alat bantu program 
statistik dan dihasilkan output pada table 4.14 berikut ini: 
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Tabel 4.14 
Variabels Entered/Removed
a 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
Aksesibilitas Laporan 
Keuangan, Penyajian 
Laporan Keuangan 
Daerah
b
 
. Enter 
a. Dependent 
Variable:PenggunaanInformasiKeuanganDaerah 
b. All requested variables entered. 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Berdasarkan tabel 4.14 variabels entered removed
a
 analisis staitstik deskriptif 
yaitu sebagai berikut :  
a. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu 
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan 
(X2) 
b.  Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (removed), 
c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter. 
Tabel 4.15 
Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5,901 3,288  1,795 ,079 
X1 ,527 ,060 ,747 8,816 ,000 
X2 ,372 ,115 ,275 3,239 ,002 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom Unstandardizer 
Coefficients bagian B diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut: 
Y = 5,901 + 0,527X1 + 0,372X2 + e 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 
1. Nilai Konstanta sebesar 5,901 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada 
variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 
yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah, maka nilai 
penggunaan informasi keuangan daerah (Y) adalah sebesar 5,901 
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) sebesar 0,527, 
menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel penyajian laporan 
keuangan daerah satu poin maka akan meningkatkan penggunaan informasi 
keuangan daerah (Y) sebesar 0,527 satuan dengan anggapan variabel 
aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah tetap/konstan.  
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) sebesar 0,372 
menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel aksesibilitas laporan 
keuangan satu poin maka akan meningkatkan penggunaan informasi keuangan 
daerah (Y) sebesar 0,372 satuan dengan anggapan bahwa variabel penyajian 
laporan keuangan daerah (X1) adalah tetap/konstan.  
4. Standar error (е) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu. 
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G. Hasil Uji Hipotesis 
1. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 
Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan 
(X1) dan Aksesibilitas laporan keuangan (X2), secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Y). 
Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik 
seperti terlihat pada tabel 4.16. Dengan rumus yang digunakan untuk menentukan F 
tabel adalah : 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 555,633 2 277,817 46,519 ,000
b
 
Residual 280,687 47 5,972   
Total 836,320 49    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian 
menunjukkan hasil F hitung sebesar 46,519 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil 
dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
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2. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 
Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan 
(X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2), secara parsial atau individu mempunyai 
pengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Nilai t hitung dapat 
diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistic yaitu SPSS 21 seperti 
terlihat pada tabel 4.17 di bawah ini: 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5,901 3,288  1,795 ,079 
X1 ,527 ,060 ,747 8,816 ,000 
X2 ,372 ,115 ,275 3,239 ,002 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka nilai t 
tabel dapat diperoleh melalui df (degree of freedom) = jumlah sampel (n) + jumlah 
variabel yang diteliti (k). Sehingga dalam penelitian ini n= 50 dan k = 3, jadi df = 50-
3=47, maka dapat diperoleh t tabel dari penelitian ini adalah 1,678. Dari tabel uji 
parsial diatas dapat dianalisis sebagai berikut: 
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a) Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
H1 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah 
Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan 
keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 8,816 dan t tabel 1,678 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
Ini berarti penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama 
yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah maka akan 
dinikmati atau dimanfaatkan  informasinya oleh para pengguna laporan keuangan.  
b) Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) 
H1 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah 
Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel aksesibilitas laporan 
keuangan memiliki t hitung sebesar 3,239 dan t tabel 1,678 dengan tingkat 
signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Ini 
berarti aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis kedua 
yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan 
informasi keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan 
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memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah maka akan mudah 
dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan. 
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan 
kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel 
penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan variabel aksesibilitas laporan keuangan 
(X2) dapat menjelaskan variabel penggunaan informasi keuangan daerah (Y).  
Tabel 4.18 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,815
a
 ,664 ,650 2,44378 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 21, 2015 
 
Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) 
sebesar 0,815 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dengan penggunaan 
informasi keuangan daerah sebesar 81,5%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau 
koefisien determinasi sebesar 0,664 yang berarti bahwa variabel dependen 
(penggunaan informasi keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen 
(penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporankeuangan) sebesar 
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66,4% dan sisanya sebesar 34,6% dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian 
ini. 
H. Pembahasan 
Penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 
aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, 
dapat dibuat pembahasan sebagai berikut : 
1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan 
Informasi Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 
daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang 
diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga pablik bisa menggunakan informasi 
keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik 
Mardiasmo (2004: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa 
memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan teori keagenan dan teori sinyal. Dalam teori keagenan dibahas tentang 
masalah keseimbangan informasi atau dikenal dengan assimetri information. Dalam 
hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyaji 
dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. 
Pihak penyaji harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna 
tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal juga dibahas tentang 
pemberian sinyal berupa informasi-informasi yang bersal dari pemerintah kepada 
86 
 
 
 
para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya 
kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada. 
Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, 
maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis pertama diterima.  Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah maka 
akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah oleh 
para pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ketika entitas 
pemerintah menyajikan laporan keuangan dengan baik maka hal tersebut dapat 
dinikmati atau dipergunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Ketika 
informasi keuangan pemerintah telah dipergunakan oleh para pengguna laporan 
keuangan maka laporan keuangan tersebut bisa dinilai transparansi dan 
akuntabilitasnya oleh para pengguna laporan keuangan. Berarti laporan keuangan 
pemerintah telah mampu dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan 
keuangan. Berbicara tentang pertanggungjawaban Allah swt telah berfirman dalam 
Q.S al-Baqarah/2: 282 
 ُهوُبُتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ ٰىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ۚ  ِلْدَعْلِاب ٌبِتاَك ْمُكَن ْ ي َب ْبُتْكَيْلَو  ۚ  ٌبِتاَك َبَْأي َلََو
 ُوَّللا ُوَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ  ۚ  اًئْيَش ُوْنِم ْسَخْب َي َلََو ُوََّبر َوَّللا ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِوْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْل َف  ۚ  َناَك ْنَِإف
 ُعيِطَتْسَي َلَ ْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس ُّقَحْلا ِوْيَلَع يِذَّلا  ِلْدَعْلِاب ُوُِّيلَو ْلِلْمُيْل َف َوُى َّلُِمي ْنَأ  ۚ  ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو
 ْمُكِلاَِجر  ۚ  َذُت َف اَمُىاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَه ُّشلا َنِم َنْوَضْر َت ْن َّمِم ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجَر َف ِنْيَلَُجر َانوُكَي ْمَل ْنَِإف اَمُىاَدْحِإ َر ِّك
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 َرْخُْلْا ٰى  ۚ  اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبَْأي َلََو  ۚ  ِوِلَجَأ ٰىَلِإ اًريِبَك ْوَأ اًريِغَص ُهوُُبتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت َلََو  ۚ  ُطَسْقَأ ْمُكِل َٰذ
 اُوبَاتْر َت َّلََأ ٰىَنْدَأَو ِةَداَه َّشلِل ُمَو ْقَأَو ِوَّللا َدْنِع  ۚ  ًةَرِضاَح ًَةراَجِت َنوُكَت ْنَأ َّلَِإ َّلََأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ْمُكَن ْ ي َب اَه َنوُريِدُت
 اَىوُبُتْكَت  ۚ  ْمُتْع َياَب َت اَذِإ اوُدِهْشَأَو  ۚ  ٌديِهَش َلََو ٌبِتاَك َّراَضُي َلََو  ۚ  ْمُكِب ٌقوُسُف ُوَّنَِإف اوُلَعْف َت ْنِإَو  ۚ  َوَّللا اوُقَّ تاَو  ۚ 
 ُوَّللا ُمُكُمِّلَع ُيَو  ۚ  ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُوَّللاَو 
Terjemahan:  
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menulisnya 
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 
dan janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga 
yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. (QS. al-Baqarah:282) 
Dari ayat di atas telah dijelaskan akan pentingnya pencatatan, pencatatan 
dalam hal ini adalah bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada masyarakat yaitu 
dengan menyajikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat 
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dipergunakan informasinya oleh para pengguna laporan keuangan. Allah juga 
berfirman dalam Q.S al-Qiyamah/76: 36: 
ىًدُس َكَر ْ ت ُي ْنَأ ُناَسْنلإا ُبَسْحََيأ 
Terjemahan: 
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung 
jawaban)? (QS al-Qiyamah/76: 36) 
Dari ayat diatas pun telah dijelaskan bahwa Allah swt akan meminta 
pertanggung jawaban kepada manusia. Oleh karena itu manusia harus bertanggung 
jawab atas dirinya sendiri. Jika ayat ini dikaitkan dengan penelitian ini maka 
pemerintah yang telah diberikan tanggung jawab oleh masyarakat maka pemerintah 
harus bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang harus diberikan pemerintah 
adalah dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas agar informasinya bisa 
dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan.   
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh 
Saputra (2012) yang berjudul “kajian penggunaan informasi keuangan daerah”. 
Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh parsial terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.  
2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan 
Informasi Keuangan Daerah 
Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana 
akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang 
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dapat dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan tersebut. Dalam hal ini akses 
yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah 
satunya  website. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan oleh 
Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan 
mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar 
dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna 
laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi 
mengenai perusahaan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses 
kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya 
dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau 
cara lainnya.  
Berdasarkan hasil temuan empiris, bahwa ada korelasi serta distribusi yang 
signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula 
penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian 
hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada. 
Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu aksesibilitas laporan keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, 
maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis kedua diterima.  Ini berarti makin baik 
aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah 
tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan 
90 
 
 
 
mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan 
daerah.  
Dalam hipotesis kedua ini,  pengaruh akasesibilitas laporan keuangan terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah maka dapat dikatakan bahwa semakin baik 
akses yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak pengguna informasi 
keuangan maka akan semakin baik pula informasi tersebut dapat digunakan. Hal ini 
menunjukan bahwa ketika pemerintah memberikan akses kepada publik maka 
pemerintah memilki tanggung jawab kepada publik untuk memberikan kumudahan 
dalam hal pengaksesan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam 
Q.S an-Nisa/4: 58 
 ِب اوُمُكْحَت ْنَأ ِساَّنلا َنْي َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْىَأ ٰىَلِإ ِتَاناَمَْلْا اوُّدَؤ ُت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي َوَّللا َّنِإ ِلْدَعْلا  ۚ  َّنِإ  ْمُكُظَِعي ا َّمِِعن َوَّللا
 ِوِب  ۚ  َّنِإ  َوَّللا  َناَك اًعيِمَس اًريِصَب 
Terjemahan:  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat.  (QS. an-Nisa: 58) 
Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah swt telah memerintahkan manusia 
untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima amanan. Dalam 
hal ini orang yang menyampaikan amanat adalah pemerintah dalam bentuk 
pemberian informasi keuangan kepada orang yang berhak menerima yaitu para 
pengguna informasi keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna 
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informasi keuangan maka pemerintah harus mempublikasikan atau memberikan 
kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan. Sehingga para pengguna 
laporan keuangan dapat menilai transparansi dan akuntabilitas dari kinerja pemerintah 
daerah. 
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Ramadhani (2014), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan 
Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan 
informasi keuangan Daerah, di mana hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menguji pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan 
Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah. 
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penyajian laporan keuangan daerah 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Bandary (2011), Saputra (2012), dan Ramadhani (2014) 
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian Bandary (2011), dan Ramadhani (2014) 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil 
di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian 
yaitu dengan mengambil sampel dari SKPD sebagai penyaji laporan keuangan 
agar data yang diperoleh dapat dibandingkan antara pengguna internal dengan 
pengguna eksternal laporan keuangan   
2. Peneliti yang akan datang agar memperluas variabel yang diteliti, selain variabel 
yang diteliti sekarang  
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3. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan metode interview selain 
dengan kusioner untuk mendapatkan data yang lebih kredibel 
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Lampiran I 
KUESIONER PENELITIAN 
Kepada Yth 
Para Responden 
Di,- 
 Tempat 
 
Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb 
 Dalam rangka penelitian tentang “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 
dan Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap Penggunaan Informasi 
Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Baubau)”, oleh karena itu peneliti 
mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab semua pernyataan atau 
pernyataan yang sudah tersedia di dalam kuesioner tersebut secara jujur dan sesuai 
dengan apa yang Bapak/Ibu rasakan, lakukan dan alami. Kesediaan Bapak/Ibu 
mengisi lembar kuesioner ini adalah bantuan yang sangat berharga bagi saya. 
Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. 
 
Wassalamu ‘Alaikum Wr.Wb 
 
 
 
        Hormat Saya, 
 
 
 
      
         Waode Alnur Mulia 
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KUESIONER 
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN 
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN 
INFORMASI KEUANGAN DAERAH 
 
I. DATA RESPONDEN 
1. Nama : ....................................................... (Boleh tidak diisi)  
2. Umur : ................... Tahun  
3. Jenis kelamin :          Perempuan            Laki-laki 
4. Pekerjaan : .........................................................................................  
5. Tingkat Pendidikan:  
SMU  
 D3 
S1  
 S2  
Lain-lain, sebutkan ...................................  
6. Pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pernah diikuti : 
.......................................................  
II. Petunjuk pengisian kuesioner :  
Bapak/ibu cukup  memberikan  tanda  silang  (X)  pada  pilihan  jawaban yang  
tersedia  sesuai  dengan  pendapat  Bapak/Ibu.  Setiap  pernyataan mengharapkan  
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hanya  ada  satu  jawaban. Setiap  angka  akan  mewakili  tingkat kesesuaian  dengan  
pendapat  Bapak/Ibu.  Skor/Nilai  jawaban  adalah sebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)  
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : Ragu-Ragu (R) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
III. Data Penelitian 
A. Variabel X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
No Pernyataan STS TS R S SS 
1 
Terdapat laporan realisasi anggaran dalam 
laporan keuangan pemerintah daerah 
     
2 
Terdapat laporan neraca dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah 
     
3 
Terdapat laporan arus kas dalam laporan 
keuangan pemerintah daerah 
     
4 
Terdapat catatan atas laporan keuangan 
dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
     
5 
SKPD mampu menyelesaikan laporan 
realisasi anggaran tepat waktu. 
     
6 
SKPD mampu menyelesaikan laporan 
neraca tepat waktu. 
     
7 
SKPD mampu menyelesaikan laporan arus 
kas tepat waktu. 
     
8 
SKPD mampu menyelesaikan catatan atas 
laporan keuangan tepat waktu. 
     
9 Informasi yang dihasilkan dari laporan      
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keuangan SKPD telah manggambarkan 
transaksi yang seharusnya disajikan dalam 
laporan keuangan. 
10 
Apabila dilakukan pengujian terhadap 
laporan keuangan lebih dari sekali oleh 
pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 
jauh. 
     
11 
Informasi yang termuat dalam laporan 
keuangan dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebelumnya. 
     
12 
Laporan keuangan yang disusun oleh 
SKPD dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
dalam penyusunan anggaran tahun 
berikutnya. 
     
13 
Informasi yang dihasilkan dari laporan 
keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang 
bersifat material. 
     
14 
Informasi yang dihasilkan dalam laporan 
keuanganSKPD memenuhi kebutuhan para 
pengguna laporan keuangan. 
     
Sumber : Sande (2013) 
B. Variabel X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan 
No Pernyataan STS TS R S SS 
15 
Laporan keuangan daerah dipublikasikan 
secara terbuka melalui media massa. 
     
16 Memberikan kemudahan kepada para      
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pengguna laporan keuangan dalam 
memperoleh informasi tentang laporan 
keuangan daerah. 
17 
Masyarakat dapat mengakses laporan 
keuangan daerah melalui internet (website) 
     
Sumber : Sande (2013) 
C. Variabel Y : Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
No Pernyataan STS TS R S SS 
18 
APBD disusun dengan pendekatan 
kinerja  
     
19 
Pemerintah menyampaikan rancangan 
APBD kepada DPRD untuk 
mendapatkan persetujuan  
     
20 
Pendapatan daerah disetor sepenuhnya 
tepat pada waktunya ke kas daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan 
didukung dengan bukti-bukti 
administrasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
     
21 
Pelaporan keuangan daerah dibuat 
dalam bentuk laporan keuangan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan 
yang ditetapkan dengan peraturan 
pemerintah  
     
22 
Ketersediaan sistem informasi 
manajemen dan monitoring hasil yang 
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telah dicapai pemerintah.  
23 
Laporan keuangan SKPD di review oleh 
inspektorat sebelum diserahkan kepada 
BPK  
     
24 
Laporan keuangan SKPD disampaikan 
kepada BPK untuk dilakukan 
pemeriksaan  
     
25 
Dilakukannya financial audit terhadap 
laporan keuangan daerah  
     
26 
Indikator hasil kinerja yang akan dicapai 
di tetapkan dan telah digunakan untuk 
mengevaluasi pengelolaan APBD  
     
27 
Pengelolaan APBD 
dipertanggungjawabkan kepada otoritas 
yang lebih tinggi dan kepada masyarakat 
luas  
     
Sumber: Sande (2013)
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No 
Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 49 
2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 60 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 5 5 56 
4 2 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 47 
5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
6 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 1 3 4 45 
7 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 52 
8 2 2 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 46 
9 5 4 4 5 5 4 4 4 3 2 4 5 5 3 54 
10 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 61 
11 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 58 
12 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
13 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 50 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 64 
15 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 50 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 52 
17 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 3 55 
18 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 54 
19 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2 2 4 46 
20 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2 2 4 46 
21 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 2 58 
22 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 63 
23 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 2 58 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 1 1 53 
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 46 
26 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 5 3 3 4 50 
27 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 5 3 3 4 50 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 54 
29 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 47 
30 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 55 
31 5 5 2 5 5 5 4 4 4 3 5 5 2 4 54 
32 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 62 
33 1 2 3 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 2 40 
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34 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 38 
35 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 1 4 52 
36 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 48 
37 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 51 
38 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 47 
39 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 54 
40 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 47 
41 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 3 48 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 54 
43 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 42 
44 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 49 
45 2 2 5 2 2 2 2 2 4 4 5 2 3 4 53 
46 2 2 5 2 2 2 2 2 3 4 5 2 3 4 50 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 48 
48 2 2 5 2 2 2 2 2 3 3 5 2 2 3 49 
49 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3 59 
50 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 59 
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NO 
Aksesibilitas Laporan Keuangan 
JML 
1 2 3 
1 3 3 3 9 
2 5 5 2 12 
3 3 3 3 9 
4 2 2 2 6 
5 5 5 5 15 
6 2 3 2 7 
7 4 3 4 11 
8 4 4 4 12 
9 2 3 2 7 
10 4 3 5 12 
11 2 4 3 9 
12 2 2 2 6 
13 2 3 4 9 
14 3 4 3 10 
15 4 2 3 9 
16 4 3 1 8 
17 1 2 3 6 
18 1 4 4 9 
19 2 3 3 8 
20 1 2 3 6 
21 5 5 5 15 
22 4 4 4 12 
23 5 5 5 15 
24 4 5 4 13 
25 5 5 5 15 
26 5 4 5 14 
27 5 4 5 14 
28 5 5 5 15 
29 3 3 4 10 
30 4 4 3 11 
31 4 5 4 13 
32 5 5 5 15 
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33 3 3 4 10 
34 4 5 5 14 
35 4 3 5 12 
36 5 5 5 15 
37 5 5 5 15 
38 4 4 4 12 
39 4 4 4 12 
40 3 3 2 8 
41 5 5 5 15 
42 2 2 3 7 
43 4 4 3 11 
44 4 4 4 12 
45 5 5 5 15 
46 5 5 5 15 
47 5 4 5 14 
48 4 4 5 13 
49 5 5 5 15 
50 5 5 5 15 
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NO 
Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 36 
2 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 41 
3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 40 
4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 33 
5 4 4 5 5 5 3 5 3 3 3 39 
6 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 35 
7 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 41 
8 5 5 5 5 5 3 5 2 3 2 40 
9 2 4 2 1 2 5 2 5 2 4 29 
10 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 46 
11 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 40 
13 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 35 
14 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 44 
15 4 4 5 5 5 2 4 3 3 3 38 
16 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 36 
17 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 36 
18 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 
19 4 4 4 4 4 2 4 2 3 2 33 
20 4 4 4 5 4 1 4 2 3 2 34 
21 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 44 
22 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 41 
23 5 4 5 4 5 2 5 4 4 4 42 
24 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 41 
25 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 35 
26 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 36 
27 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 36 
28 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 39 
29 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36 
30 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 
31 4 4 3 5 5 2 3 5 3 5 40 
32 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 47 
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33 3 4 3 4 5 2 3 1 4 2 31 
34 4 3 4 4 4 1 4 2 2 2 31 
35 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 35 
36 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 35 
37 4 4 5 4 5 3 4 3 2 3 37 
38 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 34 
39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
41 4 4 4 5 5 3 4 2 4 2 37 
42 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 40 
43 4 4 2 4 4 2 4 3 2 3 32 
44 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 36 
45 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 35 
46 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 35 
47 5 4 5 5 4 2 5 3 3 3 39 
48 4 4 4 4 4 2 4 2 3 2 33 
49 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 46 
50 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 42 
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UJI VALIDITAS 
 
1. Penyajian Informasi Keuangan Daerah 
Correlations 
 plkd1 plkd2 plkd3 plkd4 plkd5 plkd6 plkd7 plkd8 plkd9 plkd10 plkd11 plkd 12 plkd12  plkd13 4 X1 
plkd1 
Pearson 
Correlation 
1 ,899
**
 -,005 ,979
**
 ,990
**
 ,956
**
 ,841
**
 ,827
**
 ,385
**
 ,009 ,213 ,990
**
 ,269 ,197 ,729
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,970 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,949 ,138 ,000 ,059 ,170 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd2 
Pearson 
Correlation 
,899
**
 1 -,020 ,896
**
 ,889
**
 ,919
**
 ,841
**
 ,830
**
 ,415
**
 ,148 ,222 ,895
**
 ,187 ,085 ,710
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,890 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,304 ,121 ,000 ,193 ,557 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd3 
Pearson 
Correlation 
-,005 -,020 1 ,012 ,020 -,043 -,004 -,032 ,233 ,256 ,083 ,003 ,196 -,037 ,391
**
 
Sig. (2-tailed) ,970 ,890  ,934 ,891 ,765 ,976 ,824 ,103 ,073 ,566 ,986 ,172 ,800 ,005 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd4 
Pearson 
Correlation 
,979
**
 ,896
**
 ,012 1 ,969
**
 ,935
**
 ,841
**
 ,805
**
 ,418
**
 ,036 ,145 ,950
**
 ,286
*
 ,224 ,736
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,934  ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,802 ,315 ,000 ,044 ,119 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd5 
Pearson 
Correlation 
,990
**
 ,889
**
 ,020 ,969
**
 1 ,949
**
 ,835
**
 ,822
**
 ,364
**
 ,022 ,204 ,980
**
 ,262 ,206 ,731
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,891 ,000  ,000 ,000 ,000 ,009 ,877 ,155 ,000 ,066 ,151 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd6 
Pearson 
Correlation 
,956
**
 ,919
**
 -,043 ,935
**
 ,949
**
 1 ,849
**
 ,833
**
 ,424
**
 ,074 ,235 ,950
**
 ,206 ,169 ,724
**
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,765 ,000 ,000  ,000 ,000 ,002 ,611 ,101 ,000 ,151 ,241 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd7 
Pearson 
Correlation 
,841
**
 ,841
**
 -,004 ,841
**
 ,835
**
 ,849
**
 1 ,937
**
 ,473
**
 ,193 ,183 ,840
**
 ,246 ,226 ,753
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,976 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,180 ,203 ,000 ,085 ,114 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd8 
Pearson 
Correlation 
,827
**
 ,830
**
 -,032 ,805
**
 ,822
**
 ,833
**
 ,937
**
 1 ,466
**
 ,179 ,187 ,826
**
 ,313
*
 ,188 ,722
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,824 ,000 ,000 ,000 ,000  ,001 ,214 ,193 ,000 ,027 ,190 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd9 
Pearson 
Correlation 
,385
**
 ,415
**
 ,233 ,418
**
 ,364
**
 ,424
**
 ,473
**
 ,466
**
 1 ,447
**
 ,227 ,363
**
 ,178 ,238 ,667
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,003 ,103 ,003 ,009 ,002 ,001 ,001  ,001 ,112 ,010 ,217 ,096 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd10 
Pearson 
Correlation 
,009 ,148 ,256 ,036 ,022 ,074 ,193 ,179 ,447
**
 1 ,408
**
 -,004 ,201 ,236 ,519
**
 
Sig. (2-tailed) ,949 ,304 ,073 ,802 ,877 ,611 ,180 ,214 ,001  ,003 ,976 ,162 ,099 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd11 
Pearson 
Correlation 
,213 ,222 ,083 ,145 ,204 ,235 ,183 ,187 ,227 ,408
**
 1 ,266 ,058 ,189 ,467
**
 
Sig. (2-tailed) ,138 ,121 ,566 ,315 ,155 ,101 ,203 ,193 ,112 ,003  ,062 ,688 ,188 ,001 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd12 
Pearson 
Correlation 
,990
**
 ,895
**
 ,003 ,950
**
 ,980
**
 ,950
**
 ,840
**
 ,826
**
 ,363
**
 -,004 ,266 1 ,259 ,176 ,728
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,986 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010 ,976 ,062  ,069 ,220 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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plkd13 
Pearson 
Correlation 
,269 ,187 ,196 ,286
*
 ,262 ,206 ,246 ,313
*
 ,178 ,201 ,058 ,259 1 ,538
**
 ,502
**
 
Sig. (2-tailed) ,059 ,193 ,172 ,044 ,066 ,151 ,085 ,027 ,217 ,162 ,688 ,069  ,000 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
plkd14 
Pearson 
Correlation 
,197 ,085 -,037 ,224 ,206 ,169 ,226 ,188 ,238 ,236 ,189 ,176 ,538
**
 1 ,439
**
 
Sig. (2-tailed) ,170 ,557 ,800 ,119 ,151 ,241 ,114 ,190 ,096 ,099 ,188 ,220 ,000  ,001 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
X1 
Pearson 
Correlation 
,729
**
 ,710
**
 ,391
**
 ,736
**
 ,731
**
 ,724
**
 ,753
**
 ,722
**
 ,667
**
 ,519
**
 ,467
**
 ,728
**
 ,502
**
 ,439
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah 
Correlations 
 alk1 alk2 alk3 X2 
alk1 
Pearson Correlation 1 ,760
**
 ,645
**
 ,912
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 50 50 50 50 
alk2 
Pearson Correlation ,760
**
 1 ,641
**
 ,893
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 50 50 50 50 
alk3 
Pearson Correlation ,645
**
 ,641
**
 1 ,857
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 50 50 50 50 
X2 
Pearson Correlation ,912
**
 ,893
**
 ,857
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
Correlations 
 pikd1 pikd2 pikd3 pikd4 pikd5 pikd6 pikd7 pikd8 pikd9 pikd10 Y 
pikd1 
Pearson Correlation 1 ,417
**
 ,630
**
 ,607
**
 ,535
**
 -,198 ,779
**
 ,086 ,268 ,143 ,680
**
 
Sig. (2-tailed)  ,003 ,000 ,000 ,000 ,169 ,000 ,551 ,060 ,321 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd2 
Pearson Correlation ,417
**
 1 ,356
*
 ,299
*
 ,412
**
 ,240 ,245 ,117 ,200 ,173 ,591
**
 
Sig. (2-tailed) ,003  ,011 ,035 ,003 ,094 ,086 ,419 ,163 ,228 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd3 
Pearson Correlation ,630
**
 ,356
*
 1 ,474
**
 ,592
**
 ,051 ,527
**
 ,056 ,320
*
 ,099 ,665
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,011  ,001 ,000 ,727 ,000 ,697 ,023 ,495 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd4 
Pearson Correlation ,607
**
 ,299
*
 ,474
**
 1 ,668
**
 -,140 ,478
**
 -,079 ,175 ,012 ,564
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,035 ,001  ,000 ,334 ,000 ,584 ,225 ,933 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd5 
Pearson Correlation ,535
**
 ,412
**
 ,592
**
 ,668
**
 1 -,078 ,416
**
 -,053 ,186 ,100 ,619
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,000  ,588 ,003 ,716 ,196 ,489 ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd6 
Pearson Correlation -,198 ,240 ,051 -,140 -,078 1 -,295
*
 ,284
*
 ,228 ,253 ,347
*
 
Sig. (2-tailed) ,169 ,094 ,727 ,334 ,588  ,038 ,045 ,111 ,076 ,013 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd7 
Pearson Correlation ,779
**
 ,245 ,527
**
 ,478
**
 ,416
**
 -,295
*
 1 -,092 ,107 -,030 ,424
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,086 ,000 ,000 ,003 ,038  ,524 ,457 ,837 ,002 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd8 
Pearson Correlation ,086 ,117 ,056 -,079 -,053 ,284
*
 -,092 1 ,000 ,936
**
 ,528
**
 
Sig. (2-tailed) ,551 ,419 ,697 ,584 ,716 ,045 ,524  1,000 ,000 ,000 
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N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd9 
Pearson Correlation ,268 ,200 ,320
*
 ,175 ,186 ,228 ,107 ,000 1 ,061 ,421
**
 
Sig. (2-tailed) ,060 ,163 ,023 ,225 ,196 ,111 ,457 1,000  ,675 ,002 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
pikd10 
Pearson Correlation ,143 ,173 ,099 ,012 ,100 ,253 -,030 ,936
**
 ,061 1 ,609
**
 
Sig. (2-tailed) ,321 ,228 ,495 ,933 ,489 ,076 ,837 ,000 ,675  ,000 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Y 
Pearson Correlation ,680
**
 ,591
**
 ,665
**
 ,564
**
 ,619
**
 ,347
*
 ,424
**
 ,528
**
 ,421
**
 ,609
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,002 ,000 ,002 ,000  
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI RELIABILITAS 
1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,915 14 
 
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,862 3 
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3. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 50 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,705 10 
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FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 
plkd1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 24,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 66,0 
Setuju 12 24,0 24,0 90,0 
Sangat Setuju 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 22,0 
Ragu-Ragu 20 40,0 40,0 62,0 
Setuju 12 24,0 24,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 2 4,0 4,0 6,0 
Setuju 31 62,0 62,0 68,0 
Sangat Setuju 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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plkd4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 10 20,0 20,0 22,0 
Ragu-Ragu 22 44,0 44,0 66,0 
Setuju 11 22,0 22,0 88,0 
Sangat Setuju 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 24,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 66,0 
Setuju 11 22,0 22,0 88,0 
Sangat Setuju 6 12,0 12,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
plkd6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 22,0 
Ragu-Ragu 23 46,0 46,0 68,0 
Setuju 12 24,0 24,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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plkd7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 22,0 
Ragu-Ragu 19 38,0 38,0 60,0 
Setuju 16 32,0 32,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 22,0 
Ragu-Ragu 20 40,0 40,0 62,0 
Setuju 15 30,0 30,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 14,0 
Ragu-Ragu 17 34,0 34,0 48,0 
Setuju 16 32,0 32,0 80,0 
Sangat Setuju 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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plkd10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 10,0 
Ragu-Ragu 16 32,0 32,0 42,0 
Setuju 27 54,0 54,0 96,0 
Sangat Setuju 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 4 8,0 8,0 12,0 
Setuju 31 62,0 62,0 74,0 
Sangat Setuju 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 10 20,0 20,0 24,0 
Ragu-Ragu 21 42,0 42,0 66,0 
Setuju 12 24,0 24,0 90,0 
Sangat Setuju 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 
118 
 
 
 
 
plkd13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 14 28,0 28,0 32,0 
Ragu-Ragu 24 48,0 48,0 80,0 
Setuju 3 6,0 6,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
plkd14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Tidak Setuju 7 14,0 14,0 18,0 
Ragu-Ragu 17 34,0 34,0 52,0 
Setuju 20 40,0 40,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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2. Aksesibilitas Laporan Keuangan 
 
alk1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 3 6,0 6,0 6,0 
Tidak Setuju 8 16,0 16,0 22,0 
Ragu-Ragu 6 12,0 12,0 34,0 
Setuju 16 32,0 32,0 66,0 
Sangat Setuju 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
alk2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 6 12,0 12,0 12,0 
Ragu-Ragu 13 26,0 26,0 38,0 
Setuju 14 28,0 28,0 66,0 
Sangat Setuju 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
alk3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 6 12,0 12,0 14,0 
Ragu-Ragu 11 22,0 22,0 36,0 
Setuju 12 24,0 24,0 60,0 
Sangat Setuju 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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3. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 
pikd1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 3 6,0 6,0 8,0 
Setuju 38 76,0 76,0 84,0 
Sangat Setuju 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ragu-Ragu 7 14,0 14,0 14,0 
Setuju 36 72,0 72,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 4,0 4,0 4,0 
Ragu-Ragu 6 12,0 12,0 16,0 
Setuju 28 56,0 56,0 72,0 
Sangat Setuju 14 28,0 28,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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pikd4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 4,0 
Ragu-Ragu 2 4,0 4,0 8,0 
Setuju 31 62,0 62,0 70,0 
Sangat Setuju 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 3 6,0 6,0 8,0 
Setuju 30 60,0 60,0 68,0 
Sangat Setuju 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 4 8,0 8,0 8,0 
Tidak Setuju 12 24,0 24,0 32,0 
Ragu-Ragu 22 44,0 44,0 76,0 
Setuju 5 10,0 10,0 86,0 
Sangat Setuju 7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
122 
 
 
 
pikd7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Ragu-Ragu 7 14,0 14,0 16,0 
Setuju 34 68,0 68,0 84,0 
Sangat Setuju 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sangat Tidak Setuju 1 2,0 2,0 2,0 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 24,0 
Ragu-Ragu 18 36,0 36,0 60,0 
Setuju 15 30,0 30,0 90,0 
Sangat Setuju 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 5 10,0 10,0 10,0 
Ragu-Ragu 18 36,0 36,0 46,0 
Setuju 24 48,0 48,0 94,0 
Sangat Setuju 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
pikd10 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 11 22,0 22,0 22,0 
Ragu-Ragu 22 44,0 44,0 66,0 
Setuju 13 26,0 26,0 92,0 
Sangat Setuju 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
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UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
 
 
 
125 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 X1 X2 Y 
N 50 50 50 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 51,8200 11,4400 37,4400 
Std. Deviation 5,86129 3,05166 4,13131 
Most Extreme Differences 
Absolute ,102 ,139 ,116 
Positive ,102 ,122 ,116 
Negative -,080 -,139 -,077 
Kolmogorov-Smirnov Z ,721 ,985 ,822 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,677 ,287 ,508 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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2. Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Penyajian 
laporan 
keuangan 
Daerah 
,994 1,006 
Aksesibilitas 
laporan 
keuangan 
,994 1,006 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
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HASIL UJI PENELITIAN 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 X2, X1
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
1. Hasil Uji Parsial (Statistik t) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5,901 3,288  1,795 ,079 
X1 ,527 ,060 ,747 8,816 ,000 
X2 ,372 ,115 ,275 3,239 ,002 
a. Dependent Variable: Y 
 
2. Hasil Uji Simultan (Statistik F) 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 555,633 2 277,817 46,519 ,000
b
 
Residual 280,687 47 5,972   
Total 836,320 49    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
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3. Hasil Uji Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,815
a
 ,664 ,650 2,44378 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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